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MOTTO 

 

نْ   لوْا فرَايقًْا م ا ما لاتأَكُْل كَّا َآ االََ الحْل لا وَتلدْللوْا بِا لبَْاطا ْ بِا ْ بيَْنكَُل لوْْٓا اَمْوَالكَُل وَلََ تأَكُْل

وْ  ْ تعَْلمَل ثْْا وَاَنتُْل لَْا  نَ اَمْوَالا النااسا بِا
 
ࣖ  

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan 

jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 

harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu 

dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan 

dosa, padahal kamu mengetahui.” 

(Q.S. Al-Baqarah [2]:188) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN 

Transliterasi merupakan proses mengubah teks atau kata dari 

satu sistem penulisan kedalam sistem penulisan yang lain dengan 

tetap mempertahankan lafal atau pengucapan yang asli. 

Transliterasi penting untuk memastikan bahwa suatu istilah 

ataupun kutipan tetap dapat dibaca dan dipahami oleh pembaca 

yang bukan pengguna bahasa aslinya. Pedoman transliterasi Arab-

Latin ini menggunakan pedoman dari Surat Keputusan Bersama 

(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 serta Nomor: 

0543b/1987 dengan beberapa tambahan. 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Penulisan 

Huruf 

Arab 
Nama Penulisan 

 ṭā’ ṭ ط Alif Tidak ada ا

 ẓȧ’ ẓ ظ Bā’ B ب

 ‘ ain‘ ع Tā’ T ت

 Gain G غ Ṡā’ ṡ ث

 fā’ F ف Jīm J ج

 Qāf Q ق Ḥā’ ḥ ح

 Kāf K ك Khā’ kh خ

 Lām L ل Dāl D د



 
 

vii 

 

 Mīm M م Żāl Ż ذ

 Nūn N ن Rā’ R ر

 Wāw W و Zai Z ز

 hā’ H هـ Sīn S س

 ` hamzah ء Syīn Sy ش

 yā’ Y ي ṣād ṣ ص

 ḍād ḍ ض

 

2. Konsonan Ganda 

 Konsonan ganda, karena syaddah ditulis ganda. 

 Sebagai contoh:   جَناة dengan penulisan jannatun. 

3. Tā’ Marbūtah (ة) diakhir kata tunggal atau berada 

ditengah penggabungan kata.  

a) Bila muncul di akhir kata dengan sukun, umumnya 

ditransliterasikan sebagai (ة). Misalnya,   دَة حا   وََٰ

menjadi wahidah. Akan tetapi, aturan ini memiliki 

pengecualian untuk kata-kata Arab yang umum 

digunakan dalam bahasa Indonesia, seperti salat 

dan zakat, di mana (ة) dihilangkan. 



 
 

viii 

 

b) Bila Tā' Marbūtah diikuti oleh kata sandang tentu 

 dan dibaca dengān sukun, maka (al)ال  

transliterasinya tetap menggunakan huruf (ة). Hal 

ini dapat kita lihat pada   ََٰلُْْول
 
ٱ هالاياةا  ٰـ لجَْ

 
 yangٱ

menjadi al-jāhiliyyati al-ūlā  

c) Ketika Tā' Marbūtah diikuti oleh ال  tetapi dibaca 

sebagai frasa sambung (iḍāfah), maka berubah 

menjadi ‘t’ dalam transliterasi. kalimat yang sama 

لُْْولََٰ  
 
ٱ هالاياةا  ٰـ لجَْ

 
-kemudian ditulis sebagai alٱ

jāhiliyyatil ūlā. 

 Aturan-aturan ini membantu menjaga konsistensi dalam 

transliterasi teks bahasa Arab sambil menjaga hubungan tata 

bahasa antara kata-kata dalam kalimat. 

4. Vokal Pendek, Panjang, Ganda dan 

Penerapannya 

a) Vokal Pendek  

 A ـَ

اِ  - I 

لِ  - U 
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 Samaḥa سَََحَ 

 َ  Alima‘ .علَا

 Kutiba كلتابَ 

 

b) Vokal Panjang  

 Maqālan مَقَالًَ 

 Garībun غرَايبْ  

وْر    Masrūrun مَسْْل

 

c) Vokal Ganda 

 Baina بيََْ 

 Qaula قوَْلَ 
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5. Kata Ketambahan Alif + Lam  ال 

a) Apabila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis 

dengan menggunakan huruf awal “al” 

طَمَةل   Al-ḥuṭamatu الحْل

 

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai 

dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut 

عَرَاءل   Asy-syu’arā الشُّ

 

6. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 Ahl al-jannati ٱَهْلل الجَْناةا 
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ABSTRAK 

Penjualan hak tanggungan oleh kreditur merupakan upaya terakhir 

yang ditempuh dalam rangka memperoleh pelunasan atas kewajiban 

debitur yang wanprestasi. Kreditur pada dasarnya lebih menginginkan 

pelunasan dilakukan tanpa harus menempuh proses lelang. Namun, dalam 

praktiknya, pelaksanaan lelang kerap kali menjadi objek sengketa hukum 

yang diajukan oleh pihak debitur, sebagaimana tercermin dalam Putusan 

Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Kds. Permasalahan ini menimbulkan 

kebutuhan akan penelaahan yuridis terhadap proses dan keabsahan 

pelaksanaan lelang hak tanggungan oleh kreditur.  

Metode penelitian yang digunakan penulis menggunakan metode 

kualitatif dengan jenis penelitian normatif/doktrinal dari pelaksanaan 

lelang hak tanggungan. Penelitian didukung dengan data sekunder seperti 

studi pustaka dan analisis terhadap regulasi, serta dokumen hukum terkait. 

Serta hanya menggunakan pendekatan kasus (case approach). 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, 
pelaksanaan lelang objek hak tanggungan dalam perkara ini telah sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana tergugat mematuhi 

prosedur secara formal dan materiil. Keberatan penggugat dinilai 

subjektif dan tidak didukung bukti hukum yang cukup, sehingga putusan 

mempertegas legalitas dan kepastian hukum kreditur sebagai pemegang 

hak tanggungan. Kedua, Menurut sudut pandang debitur, masih terdapat 

kekosongan dalam pemenuhan keadilan dan transparansi. Debitur tetap 

memiliki kedudukan hukum yang sah dan berhak atas perlindungan, 

terutama dalam konteks ekonomi yang rentan. Pelaksanaan hak 

tanggungan oleh kreditur harus memperhatikan prinsip kehati-hatian serta 

menghormati hak pihak beritikad baik. Maka, harmonisasi antara 

kepastian hukum dan perlindungan hak debitur menjadi hal yang esensial 

dalam sistem jaminan kebendaan di Indonesia. 

Kata kunci: Hak tanggungan, Pelaksanaan lelang, Eksekusi Jaminan.  
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ABSTRACT 

The sale of mortgage rights by the creditor is the last resort taken 

in order to obtain repayment for the obligations of the defaulting debtor. 

Creditors basically prefer repayment to be made without having to go 

through the auction process. However, in practice, the implementation of 

auctions is often the object of legal disputes filed by the debtor, as 

reflected in Decision Number 67/Pdt.G/2023/PN Kds. This problem raises 

the need for a juridical review of the process and validity of the 

implementation of a mortgage auction by the creditor.  

The research method used by the author uses a qualitative method 

with the type of normative / doctrinal research from the implementation 

of the mortgage auction. The research is supported by secondary data 

such as literature studies and analysis of regulations, as well as related 

legal documents. And only use a case approach.  

The results of this study show that, first, the implementation of the 

auction of the object of mortgage rights in this case is in accordance with 

applicable legal provisions, where the defendant complies with formal 

and material procedures. The plaintiff's objection is considered subjective 

and not supported by sufficient legal evidence, so that the decision 

emphasizes the legality and legal certainty of the creditor as the holder of 

the mortgage. Second, from the debtor's point of view, there is still a void 

in the fulfillment of justice and transparency. Debtors still have a 

legitimate legal position and are entitled to protection, especially in a 

vulnerable economic context. The implementation of mortgage rights by 

creditors must pay attention to the principle of prudence and respect the 

rights of good faith parties. Thus, harmonization between legal certainty 

and protection of debtor rights is essential in the property security system 

in Indonesia.  

Keywords: Auction, Mortgage, Security Execution. 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lelang sebagai metode penjualan barang jaminan 

utang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-

undangan di Indonesia.1 Secara khusus, lelang atas objek 

hak tanggungan menjadi penting dalam upaya penyelesaian 

utang piutang yang dilindungi oleh hukum.2 Lelang 

merupakan suatu proses yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah 

dan Barang-barang yang Berhubungan dengan Tanah.3 

Proses lelang atas objek hak tanggungan menjadi bagian dari 

penyelesaian utang, di mana debitur yang gagal memenuhi 

kewajiban utangnya dapat dilelang barang jaminannya untuk 

melunasi utang tersebut.4  

Penjualan hak tanggungan oleh pihak kreditur 

merupakan bentuk eksekusi jaminan yang sah dan diakui 

dalam sistem hukum Indonesia. Pelaksanaan lelang hak 

 
1 Nugroho, Pandu Dwi, And Siti Malikhatun Badriyah. "Pelaksanaan 

Lelang Terhadap Obyek Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam Rangka 

Mewujudkan Keadilan Para Pihak." Rechtidee 13.2 (2018): 247-261. 
2 Ningsih, Ayup Suran. "Kajian Yuridis Efektifitas Penyelesaian Kredit 

Macet Melalui Lelang Hak Tanggungan." Arena Hukum 14.3 (2021): 546-566. 
3 Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah 
4 Walidani, Lutfi, And Habib Adjie. "Perlindungan Hukum Kreditur 

Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Analisis Putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 2859k/Pdt/2011)." Humani (Hukum Dan 

Masyarakat Madani) 8.2 (2018): 117-130. 
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tanggungan merupakan pilihan terakhir yang diambil oleh 

kreditur setelah berbagai upaya penyelesaian damai tidak 

membuahkan hasil. Dalam praktiknya, kreditur umumnya 

menghendaki agar proses pembayaran utang dilakukan 

secara sukarela tanpa harus menempuh jalan lelang. Hal ini 

karena pelaksanaan lelang memerlukan waktu, biaya, serta 

rentan terhadap sengketa hukum dari pihak debitur.5 

Namun, pada kenyataannya, terdapat pelaksanaan 

lelang atas objek hak tanggungan yang justru 

dipermasalahkan oleh debitur. Keberatan ini kerap muncul 

dengan dalih bahwa lelang dilakukan secara tidak sah, tidak 

transparan, atau tidak memperhatikan nilai wajar objek 

jaminan. Debitur yang merasa dirugikan sering kali 

mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan 

proses lelang yang telah dilaksanakan.6 Padahal, lelang 

tersebut merupakan langkah hukum terakhir yang ditempuh 

kreditur untuk memperoleh kembali haknya. Fenomena ini 

menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur pelaksanaan 

lelang dan perlindungan hukum bagi para pihak yang 

terlibat.7 

 
5 Taufik Pandan Winoto, “Rekonstruksi Regulasi Lelang Eksekusi 

Jaminan Hak Tanggungan Berbasis Nilai Keadilan”. Dissertation Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang, (2025). 
6 Henrikus Renjaan dan Dina Kottawasy, "Penyelesaian Kredit 

Bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Bank Mandiri Cabang 

Manokwari." Patriot (2024): 9-28. 
7 Lusia Sulastri, "Konstruksi Perlindungan Hukum Debitur Dalam 

Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Pelaksanaan Lelang Jaminan Hak 

Tanggungan." Jurnal Pembaharuan Hukum 2.1 (2015): 86-101.  
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Dalam perspektif hukum Islam, prinsip keadilan dan 

pemenuhan kewajiban merupakan aspek fundamental dalam 

transaksi keuangan. Al-Qur’an secara eksplisit mengatur 

tentang pentingnya pencatatan utang piutang dan adanya 

jaminan dalam transaksi, sebagaimana tercantum dalam 

Surah Al-Baqarah ayat 283:  

ْ بعَْضًا فلَيْلؤَد ا  كُل نَ بعَْضل قْبلوْضَة  ۗفاَانْ اَما وْا كََتابًا فرَاهٰن  ما دل لمَْ تََا ْ علَٰٰ سَفَر  وا نْ كلنْتُل وَاا

اهٗٓ اٰثْا   ن هاَدَةَۗ وَمَنْ ياكْتلمْهَا فاَا وا الشا اهٗ ۗ وَلََ تكَْتلمل َ رَب نَ اَمَانتََهٗ وَليَْتاقا اللّ ٰ ى اؤْتلما ا هٗ ۗ   قَ الَّا لبْل

ل بامَا تعَْمَللوْنَ علَايْْ    وَاللّ ٰ
 
ࣖ 

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak 

mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang 

jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu 

memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai 

itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia 

bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu 

menyembunyikan kesaksian karena siapa yang 

menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”,(Q.S. Al-

Baqarah [2]:283) 

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika tidak tersedia pencatatan 

utang, maka diperbolehkan mengambil jaminan (rahn) 

sebagai bentuk kehati-hatian dan perlindungan hak. 

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus 

Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Kds, tergambar adanya konflik 

antara kreditur dan debitur terkait pelaksanaan lelang objek 

hak tanggungan. Kreditur melaksanakan lelang atas objek 

jaminan karena debitur tidak memenuhi kewajibannya 

dalam perjanjian kredit. Akan tetapi, pelaksanaan lelang 

tersebut kemudian dipersoalkan oleh debitur melalui 
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gugatan perdata. Debitur mendalilkan bahwa pelaksanaan 

lelang tidak sesuai prosedur, dan nilai lelang tidak 

mencerminkan harga wajar. Situasi ini mencerminkan 

adanya ketegangan antara hak eksekusi kreditur dan 

perlindungan hukum bagi debitur.  

Konflik antara kreditur dan debitur muncul karena 

ketidaksepakatan dalam pelaksanaan lelang yang dianggap 

tidak adil atau tidak transparan. Terjadinya pelelangan atas 

objek tanah sering kali menimbulkan perasaan tidak puas di 

pihak debitur, terutama apabila hasil lelang tidak 

mencerminkan nilai pasar yang layak. Hal ini menjadi 

pemicu timbulnya gugatan terhadap pelaksanaan lelang oleh 

debitur yang merasa dirugikan secara ekonomi maupun hak 

atas properti. Ketika pelaksanaan lelang dipertentangkan 

secara hukum, maka efektivitas eksekusi hak tanggungan 

menjadi dipertanyakan. Situasi ini menimbulkan 

kekhawatiran mengenai kepastian hukum dalam dunia 

perbankan dan pembiayaan.8 

Konflik semacam ini menunjukkan bahwa meskipun 

hukum telah mengatur tata cara pelaksanaan lelang, masih 

terdapat persoalan dalam penerapannya. Salah satu sumber 

permasalahan adalah adanya perbedaan persepsi mengenai 

keadilan dalam pelaksanaan lelang. Kreditur merasa telah 

melaksanakan prosedur sesuai ketentuan hukum, sementara 

debitur merasa hak-haknya dilanggar. Hal ini menunjukkan 

 
8 Desra Anggraini, “Pelaksanaan Pembatalan Lelang Sebagai Bentuk 

Upaya Hukum Keberatan Terhadap Pelaksanaan Lelang Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996” Dissertation Universitas Islam Riau, (2021). 
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adanya ketidakseimbangan pemahaman hukum di antara 

para pihak. Maka dari itu, perlu ada penegasan secara yuridis 

mengenai standar pelaksanaan lelang yang adil dan sah 

menurut hukum.9 

Berdasarkan konteks hak tanggungan, objek jaminan 

memiliki nilai ekonomi dan nilai sosial yang tinggi, terutama 

jika berupa tanah dan bangunan. Maka, pelaksanaan lelang 

terhadap objek tersebut tidak hanya berdampak secara 

finansial tetapi juga berdampak pada keberlangsungan hidup 

debitur.10 Maka penting untuk memastikan bahwa proses 

lelang dilaksanakan secara cermat, profesional, dan 

akuntabel. Segala bentuk penyimpangan prosedur dapat 

mengakibatkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem hukum. Di sinilah urgensi 

tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan lelang menjadi sangat 

relevan.  

Keberadaan pejabat lelang yang berwenang dan 

transparansi informasi lelang juga menjadi bagian penting 

dalam menjamin sahnya pelaksanaan lelang. Apabila lelang 

dilaksanakan tanpa mengindahkan prosedur administratif 

dan teknis yang ditetapkan, maka hasil lelang berpotensi 

dibatalkan oleh pengadilan. Hal ini dapat menyebabkan 

ketidakpastian hukum dan kerugian bagi semua pihak yang 

 
9 Muhamad Nur Rokib, “Perlindungan Hukum Terhadap Penilai Untuk 

Tujuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan”. Dissertation, Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang, (2022). 
10 Dwi Nugrohandini and Etty Mulyati, "Akibat Hukum Gugatan Dan 

Perlawanan Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan." Jurnal Bina Mulia 

Hukum 4.1 (2019): 35-52. 
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terlibat. Maka, diperlukan kepastian bahwa setiap tahapan 

pelaksanaan lelang dilakukan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi yuridis 

terhadap setiap tahapan tersebut merupakan langkah penting 

dalam menjaga integritas pelaksanaan lelang.11 

Adanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

secara yuridis pelaksanaan lelang atas objek tanah yang 

dijadikan jaminan utang piutang. Fokus utamanya terletak 

pada bagaimana hukum perdata dan hukum jaminan 

diterapkan dalam proses eksekusi hak tanggungan yang 

disengketakan. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap 

kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang harus 

diimbangi dengan perlindungan terhadap hak milik debitur. 

Analisis yuridis diperlukan untuk mengevaluasi apakah 

pelaksanaan lelang dalam putusan tersebut telah sesuai 

dengan asas legalitas, keadilan, dan kepastian hukum. 

Penelitian ini juga memberikan kontribusi penting dalam 

memahami praktik lelang yang ideal menurut norma hukum. 

Penelitian ini berangkat dari pentingnya perlindungan 

hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

lelang hak tanggungan. Kreditur sebagai pemilik hak atas 

pelunasan utang harus dijamin haknya dalam mengeksekusi 

jaminan. Di sisi lain, debitur juga berhak atas perlindungan 

hukum agar tidak mengalami kerugian akibat proses yang 

tidak sah. Sehingga keseimbangan antara hak kreditur dan 

 
11 Rarawati Mallisa, “Analisis Prosedur Lelang Non Eksekusi Sukarela 

Online pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar”. 

Dissertation. Universitas Fajar, 2022. 
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debitur harus dijaga dalam kerangka sistem hukum nasional. 

Tinjauan yuridis menjadi penting untuk mengukur apakah 

pelaksanaan lelang tersebut telah memenuhi prinsip keadilan 

substantif dan formal.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan lelang objek hak tanggungan 

dalam Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/Pn Kds? 

2. Bagaimana tinjauan yuridis pelaksanaan lelang objek 

hak tanggungan dalam Putusan Nomor 

67/Pdt.G/2023/Pn Kds? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang objek hak 

tanggungan dalam Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/Pn Kds. 

2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis pelaksanaan lelang 

objek hak tanggungan dalam Putusan Nomor 

67/Pdt.G/2023/Pn Kds. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada pengembangan teori hukum 

perjanjian, utang piutang, dan hak tanggungan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu 

memperjelas bagaimana hukum perdata, sistematika 

Lelang, dan hak tanggungan berperan dalam system 

perjanjian utang piutang di Indonesia. 
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2. Manfaat Praktis: 

a. Manfaat secara praktis bagi masyarakat dari 

penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman 

yang lebih mendalam kepada debitur dan kreditur 

mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses 

lelang objek hak tanggungan. Penelitian ini 

diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya 

mengenai lelang hak tanggungan. Penelitian ini 

berkontribusi dalam menciptakan perlindungan 

hukum yang adil bagi pihak yang hak-haknya 

berpotensi dilanggar dalam pelaksanaan lelang. 

b. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai pelaksanaan lelang atas objek tanah yang 

dijadikan jaminan utang piutang, baik bagi kreditur 

maupun debitur, dalam konteks hukum perdata 

Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi praktisi hukum, seperti pengacara, 

notaris, dan hakim, dalam menangani kasus serupa, 

khususnya terkait dengan prosedur lelang yang adil 

dan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, hasil 

penelitian ini dapat memberikan panduan bagi para 

pihak yang terlibat dalam perjanjian utang piutang 

untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka, 

serta memastikan bahwa proses lelang dilakukan 

dengan memperhatikan prinsip keadilan dan 

perlindungan hak-hak kedua belah pihak. 
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E. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji berbagai 

literatur yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. 

Tujuan dari kajian literatur ini adalah untuk memberikan 

peneliti wawasan yang lebih dalam mengenai permasalahan 

yang ada, serta melihat bagaimana teori dan data hukum 

telah diterapkan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Di 

samping itu, kajian literatur ini juga berperan penting dalam 

mencegah terjadinya plagiarisme dengan merujuk pada 

karya-karya penelitian yang telah ada sebelumnya. Beberapa 

penelitian yang relevan dengan topik ini antara lain: 

1. Jurnal Penelitian dari Risma Wati Sitompul dkk 

(2022) mahasiswi Universitas Darma Agung dengan 

judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada 

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak 

Tanggungan”.12 

Dari Penelitian ini menegaskan bahwa 

perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian 

kredit dengan jaminan hak tanggungan diwujudkan 

melalui serangkaian proses hukum, yakni pembuatan 

akta perjanjian kredit dan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT), serta penerbitan Sertifikat Hak 

Tanggungan yang memiliki kekuatan eksekutorial 

setara dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu, 

 
12 Sitompul, Risma Wati, Et Al. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur 

Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan." Jurnal Rectum: 

Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 4.1 (2022): 95-109. 
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apabila debitur melakukan wanprestasi, kreditur 

memiliki hak untuk langsung mengeksekusi objek 

jaminan melalui pelelangan umum guna pelunasan 

piutangnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan. 

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada 

perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian 

kredit dengan jaminan hak tanggungan ketika debitur 

wanprestasi, serta proses eksekusi hak tanggungan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, 

termasuk pembahasan tentang eksekusi melalui 

pelelangan. Sedangkan, penelitian peneliti berfokus 

pada proses pelaksanaan lelang atas objek hak 

tanggungan dengan mengkaji bagaimana pengadilan 

memutuskan kasus terkait lelang tersebut beserta 

menganalisis posisi kreditur dan debitur dalam 

konteks hukum perdata. 

2. Tesis dari Amin Nasrul (2024) dari Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Indonesia dengan 

judul “Penerapan Penentuan Nilai Limit Terhadap 

Pelaksanaan Lelang Objek Jaminan hak Tanggungan 

Berbasis Nilai Keadilan”.13 

Dalam penelitian ini menyoroti bahwa 

penentuan nilai limit dalam pelaksanaan lelang objek 

 
13 Amin, Nasrul. Penerapan Penentuan Nilai Limit Terhadap 

Pelaksanaan Lelang Objek Jaminan Hak Tanggungan Berbasis Nilai Keadilan. 

Ms Thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), (2024). 
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jaminan hak tanggungan seringkali dilakukan di 

bawah harga wajar atau hanya berdasarkan nilai 

likuiditas, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan 

bagi debitur. Penelitian ini menegaskan kelemahan 

dalam struktur hukum, substansi hukum, dan budaya 

hukum, serta merekomendasikan agar penetapan nilai 

limit mengutamakan nilai pasar terlebih dahulu 

sebelum menggunakan nilai likuiditas agar 

pelaksanaan lelang benar-benar mencerminkan nilai 

keadilan bagi semua pihak. 

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan 

penelitan peneliti adalah, penelitian ini membahas 

tentang penentuan nilai limit dalam lelang objek hak 

tanggungan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, 

dengan menyoroti prosedur penetapan nilai limit oleh 

kreditor yang menggunakan metode penilaian pasar 

dan likuiditas. Amin juga mengkritik praktik kreditor 

yang menetapkan nilai limit yang lebih rendah dari 

harga pasar wajar. Sementara itu, penelitian peneliti 

berfokus pada proses pelaksanaan lelang atas objek 

hak tanggungan dengan mengkaji bagaimana 

pengadilan memutuskan kasus terkait lelang tersebut 

beserta menganalisis posisi kreditur dan debitur 

dalam konteks hukum perdata. 
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3. Skripsi dari Isna Abi (2021) dari Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul 

“Analisis Yuridis Terhadap Eksekusi Lelang Atas Hak 

Tanggungan”.14 

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan eksekusi 

lelang atas hak tanggungan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996, dengan penekanan 

pada pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan 

persyaratan hukum agar pelaksanaan lelang 

dinyatakan sah serta mampu memberikan 

perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. 

Penelitian ini juga mengungkap berbagai hambatan 

administratif yang sering muncul dalam praktik, serta 

menekankan perlunya sinkronisasi antara lembaga-

lembaga terkait guna memastikan proses eksekusi 

lelang berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan 

sengketa di kemudian hari. 

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan 

penelitian peneliti terletak pada fokusnya yang 

berbeda dalam konteks eksekusi lelang. Skripsi Abi 

(2021) lebih berfokus pada prosedur dan syarat 

hukum dalam pelaksanaan eksekusi lelang atas objek 

hak tanggungan, dengan penekanan pada 

kelengkapan dokumen dan tahapan yang perlu 

dipenuhi agar lelang memiliki kekuatan hukum yang 

 
14 Abi, Isna, And Mkn Sh. Analisis Yuridis Terhadap Eksekusi Lelang Atas 

Hak Tanggungan. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2022). 
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sah, serta menganalisis peraturan terkait eksekusi 

lelang. Sementara itu, penelitian peneliti berfokus 

pada proses pelaksanaan lelang atas objek hak 

tanggungan dengan mengkaji bagaimana pengadilan 

memutuskan kasus terkait lelang tersebut beserta 

menganalisis posisi kreditur dan debitur dalam 

konteks hukum perdata. 

4. Skripsi dari Ivan Yosa Ari Ramadita (2021) Dari 

Fakultas Hukumm Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dengan judul “Analisis Yuridis Perjanjian 

Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit Perbankkan 

Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah”.15 

Penelitian ini menekankan bahwa perjanjian 

hak tanggungan sebagai jaminan kredit perbankan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

memberikan kedudukan yang diutamakan (preferen) 

bagi kreditur dan memberikan kekuatan eksekutorial 

pada Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga 

memungkinkan eksekusi objek jaminan dilakukan 

tanpa memerlukan putusan pengadilan apabila debitur 

wanprestasi. 

 
15 Ramadita, Ivan Yosa Ari, And Aristya Windiana Pamuncak. Analisis 

Yuridis Perjanjian Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit Perbankkan 

Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Diss. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, (2021). 
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Perbedaan utama antara penelitian ini dengan 

penelitian peneliti terletak pada fokusnya. Skripsi 

Ramadita lebih berfokus pada perjanjian hak 

tanggungan sebagai jaminan dalam kredit perbankan, 

dengan analisis terhadap prosedur pembuatan 

perjanjian dan mekanisme penyelesaian kredit macet 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, 

khususnya mengenai kesesuaian perjanjian hak 

tanggungan dengan undang-undang. Sementara itu, 

penelitian peneliti berfokus pada proses pelaksanaan 

lelang atas objek hak tanggungan dengan mengkaji 

bagaimana pengadilan memutuskan kasus terkait 

lelang tersebut beserta menganalisis posisi kreditur 

dan debitur dalam konteks hukum perdata. 

5. Skripsi dari Sulviana Sri Febrianugrah Syam (2023) 

dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia 

Makassar dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap 

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan 

Atas Tanah (Studi Putusan No: 

4/Pdt.G.S/2020/Pn.Sgm)”.16 

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum 

hakim dalam memutus perkara kredit macet dengan 

jaminan hak tanggungan atas tanah pada Putusan No: 

4/Pdt.G.S/2020/PN.Sgm, di mana gugatan penggugat 

dinyatakan gugur karena ketidakhadiran penggugat 

 
16 Febrianugrah Syam, Sulviana Sri. Tinjauan Yuridis Terhadap 

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah (Studi Putusan 

No: 4/Pdt. Gs/2020/Pn. Sgm). Diss. Universitas Muslim Indonesia, (2023). 
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meskipun telah dipanggil secara resmi. Penelitian ini 

juga mengidentifikasi berbagai hambatan dalam 

penyelesaian kredit macet, baik yang berasal dari 

faktor internal, seperti penurunan kinerja keuangan 

dan ketidakstabilan bisnis debitur, maupun faktor 

eksternal, seperti kesengajaan debitur untuk 

menghindari kewajiban pembayaran tepat waktu, 

yang akhirnya menyebabkan wanprestasi.  

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan 

penelitian peneliti terletak pada fokus analisisnya. 

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim 

dalam memutuskan kasus kredit macet dengan 

jaminan hak tanggungan atas tanah, serta hambatan 

yang dihadapi dalam proses kredit macet, seperti 

faktor internal dan eksternal debitur yang 

menyebabkan wanprestasi. Penelitian ini lebih 

mengarah pada proses litigasi dan aspek internal 

dalam kredit macet. Sementara itu, penelitian peneliti 

berfokus pada proses pelaksanaan lelang atas objek 

hak tanggungan dengan mengkaji bagaimana 

pengadilan memutuskan kasus terkait lelang tersebut 

beserta menganalisis posisi kreditur dan debitur 

dalam konteks hukum perdata. 
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F. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses 

pelaksanaan lelang terhadap objek hak tanggungan .Fokus 

utama kajian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kds 

Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Kds, yang menjadi studi kasus 

utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang 

berkembang dalam praktik lelang eksekusi hak tanggungan. 

Kajian ini diawali dengan uraian mengenai definisi 

hak tanggungan, sebagai jaminan kebendaan atas tanah 

Permasalahan Hukum (Lelang Objek Hak Tanggungan di bawah NJOP) 

Dasar Hukum Lelang dan Hak 

Tanggungan 
Posisi Kreditur dan Debitur 

Dalam Lelang Hak Tanggungan 

Normatif/doktrinal Pendekatan kasus Pendekatan kasus 

 
Analisis Putusan 

Nomor: Putusan 

Pengadilan Negeri Kds 

Nomor 

67/Pdt.G/2023/PN Kds 

Penilaian proses lelang hak 

tanggungan 

Implikasi Hukum Terhadap 

Pemegang Hak Tanggungan 

dan Pembeli 
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beserta benda-benda yang melekat padanya yang 

memberikan kedudukan prioritas kepada kreditor. 

Selanjutnya, dibahas mengenai pentingnya prosedur dalam 

pelaksanaan lelang. Selain itu, dasar hukum pelaksanaan 

lelang, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Hak 

Tanggungan dan peraturan perundang-undangan terkait 

lelang eksekusi, dikemukakan untuk memberi kerangka 

normatif atas analisis yang dilakukan. 

Pembahasan berlanjut pada ketentuan hukum yang 

mengatur proses berjalannya lelang hak tanggungan serta 

relevansinya dalam pelaksanaan lelang, beserta mengulik 

mengenai posisi antara kreditur beserta debitur dimata 

hukum perdata dalam permasalahan lelang hak tanggungan. 

Selain itu, relevansi putusan pengadilan sebagai kontrol 

yudisial atas pelaksanaan lelang yang dianggap cacat hukum 

menjadi aspek penting yang dikaji dalam penelitian ini. 

Kemudian selanjutnya proses lelang, bagian ini mengulas 

secara mendalam langkah-langkah lelang, mulai dari 

pemberitahuan, pengumuman, hingga pelaksanaan dan 

penetapan pemenang lelang. Kriteria objek yang dilelang, 

termasuk status hukum dan nilai pasar objek, menjadi 

perhatian utama dalam menilai sah atau tidaknya proses 

lelang tersebut. Tidak kalah penting adalah hak dan 

kewajiban pihak-pihak terkait, baik dari sisi kreditur, 

debitur, maupun pembeli lelang, yang menjadi subjek 

hukum dalam transaksi ini. 

Studi ini secara kritis membedah poin-poin utama 

dalam putusan, termasuk pertimbangan hukum yang diambil 
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oleh majelis hakim dan bagaimana hakim menilai prosedur 

lelang serta keabsahan nilainya. Selanjutnya, ditelaah 

dampak dari putusan tersebut, baik dari aspek yuridis, sosial, 

maupun ekonomi. Implikasi sosial dan ekonomi mencakup 

kemungkinan terjadinya kerugian pada debitur dan potensi 

penurunan kepercayaan publik terhadap mekanisme 

eksekusi lelang oleh negara. 

Penelitian ini ditutup dengan kesimpulan yang 

mengulas relevansi mengenai posisi kreditur dan debitur 

dalam konteks perlindungan hukum bagi pihak-pihak 

terkait, serta memberikan saran praktis untuk mencegah 

sengketa serupa di masa depan, termasuk perlunya 

penguatan regulasi dan transparansi proses lelang. 

Kesimpulan ini bertujuan memberikan kontribusi teoretis 

dan praktis dalam pengembangan hukum jaminan dan 

hukum acara perdata di Indonesia. 

G. Metode Penelitian 

Terdapat dua jenis metode penelitian, antara lain 

penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman 

mendalam terhadap fenomena sosial atau budaya, serta 

penelitian kuantitatif yang mengandalkan data numerik 

untuk menguji hubungan antar variabel. Pada penelitian ini 

digunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang berfokus 

pada pemahaman fenomena secara mendalam melalui 

pengumpulan data deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau 

lisan, serta perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif 
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adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain 

secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.17 Dalam 

penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan 

Lelang Hak Tanggungan Dalam Putusan Nomor 

67/Pdt.G/2023/Pn Kds", metode kualitatif diterapkan untuk 

menggali, memahami, dan menganalisis secara mendalam 

aspek-aspek yuridis dari pelaksanaan lelang hak tanggungan 

yang dilakukan. 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif/ 

Doktrinal. Metode penelitian penelitian normatif/ 

Doktrinal merupakan salah satu metode dalam 

penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap 

norma, kaidah, dan prinsip-prinsip hukum yang tertulis 

dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini 

sering disebut juga sebagai penelitian hukum 

perpustakaan karena mengandalkan sumber data 

sekunder, seperti dokumen hukum, literatur, dan 

pendapat para ahli.18 Penelitian ini mengkaji konsep 

 
17 Pugu, Melyana R., Sugeng Riyanto, And Rofiq Noorman 

Haryadi. Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, Dan Aplikasi. Pt. Sonpedia 

Publishing Indonesia, (2024). Hal. 86. 
18 Suyanto, S. H. Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian 

Normatif, Empiris Dan Gabungan. Unigres Press, (2023). 
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hukum yang berkaitan dengan lelang atas objek hak 

tanggungan dan peraturan terkait, khususnya mengenai 

keabsahan lelang atas objek yang nilainya berada di 

bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta analisis 

terhadap Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/Pn Kds. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian mengacu pada metode atau 

sudut pandang yang diterapkan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan serta menganalisis data guna menjawab 

pertanyaan penelitian.19 Penelitian ini menggunakan 

dua pendekatan penelitian, yakni pendekatan kasus 

(case approach). 

a. Pendekatan kasus (case approach) 

Pendekatan kasus (case approach) dalam 

penelitian hukum adalah metode yang menganalisis 

putusan-putusan pengadilan terkait sengketa atau 

pelaksanaan perjanjian hukum. Dalam penelitian 

normatif, pendekatan ini digunakan untuk 

memeriksa bagaimana norma atau kaidah hukum 

diterapkan dalam praktik peradilan. Meskipun kasus 

yang dianalisis bersifat empiris, pendekatan ini 

memungkinkan penelitian normatif untuk 

mengungkapkan cara penerapan peraturan hukum 

dalam situasi nyata serta menganalisis dampaknya 

terhadap praktik hukum yang berlaku. Hasil analisis 

 
19 Sarosa, Samiaji. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Pt Kanisius, 

(2021). Hal. 57 
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kasus dapat digunakan untuk memperjelas atau 

memberikan wawasan lebih dalam mengenai 

penerapan hukum dalam konteks yang lebih luas.20 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi 

kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kudus 

Nomor 67/Pdt.G/2023/Pn Kds. Studi kasus 

merupakan strategi dalam metode kualitatif yang 

memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi 

kasus tertentu secara mendalam, termasuk konteks 

yuridis, fakta hukum, serta pertimbangan hakim. 

Peneliti mengkaji bagaimana proses lelang 

dilakukan, argumen yang digunakan oleh para 

pihak, serta dasar pertimbangan hukum dalam 

putusan pengadilan. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih 

menggunakan sumber data sekunder tanpa data 

primer karena fokus penelitian ini adalah 

menganalisis pertimbangan hukum hakim yang 

tercermin dalam putusan pengadilan. Dengan 

rumusan masalah yang berfokus pada bagaimana 

pertimbangan hakim dalam putusan serta bagaimana 

tinjauan hukum terhadap pertimbangan tersebut, 

sumber data utama berupa putusan pengadilan (data 

sekunder) sudah memadai untuk mengungkap 

 
20 Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum 

Empiris & Normatif." Yogyakarta: Pustaka Pelajar 280 (2010). Hal. 157 
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argumentasi yuridis, logika hukum, dan dasar 

pertimbangan yang digunakan hakim. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji aspek normatif dan 

doktrinal yang lebih tepat dianalisis melalui 

pendekatan yuridis normatif, sehingga tidak 

memerlukan data primer berupa wawancara atau 

observasi yang lazim dipakai dalam pendekatan 

empiris. 

a. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder yang peneliti gunakan berupa, 

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/Pn Kds, tesis, 

skripsi, jurnal, Putusan Hakim, Dokumen Undang-

undang, dan dokumen lainnya yang relevan. 21 

4. Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum primer yang peneliti gunakan 

adalah Vendu Reglement (Staatsblad) Sebagai dasar 

hukum utama pelaksanaan lelang di Indonesia,  

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 

2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

 
21 Hasan, M. Iqbal. "Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan 

Aplikasinya." (2002). Hal. 25 
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189/PMK.06/2017 Tentang Pejabat Lelang Kelas II, 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

90/PMK.06/2016: Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa 

Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini 

adalah kontrak perjanjian kredit dengan Bank BRI, 

dan undang-undang lainnya yang relevan dengan 

penelitian peneliti. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti 

adalah dengan cara kepustakaan dengan menganalisis 

dokumen Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/Pn Kds. 

Peneliti melakukan studi kepustakaan dengan 

mengumpulkan berbagai sumber berupa dokumen 

putusan hakim, buku, putusan pengadilan, skripsi, 

peraturan, dan lainnya, yang mendukung penelitian 

yang dilakukan. 

6. Teknik Validitas Data 

Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber data, 

yaitu proses memverifikasi kebenaran informasi 

dengan menggabungkan berbagai metode dan sumber 

data.22 Pendekatan ini melibatkan penggunaan berbagai 

teknik untuk memperoleh sudut pandang yang berbeda 

 
22 Rahardjo, Mudjia. "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif." (2010). 

Hal. 47 
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dalam mempelajari fenomena yang saling terkait. 

Dalam praktiknya, triangulasi data memungkinkan 

peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber, seperti dokumen, arsip, catatan, atau foto dari 

pihak terkait. Triangulasi sumber data adalah teknik 

validasi yang dilakukan dengan membandingkan dan 

mengonfirmasi informasi dari berbagai jenis sumber 

data yang relevan, meskipun tidak diperoleh dari 

wawancara. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan 

kredibilitas dan akurasi temuan dengan cara melihat 

suatu fenomena dari berbagai sudut pandang dan 

konteks. 

7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merujuk pada metode yang 

digunakan untuk mengolah, menginterpretasikan, dan 

menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan 

dalam suatu penelitian. Pemilihan teknik ini bergantung 

pada jenis data yang diperoleh serta tujuan penelitian. 

Dalam penelitian ini, digunakan model induktif, di 

mana data yang terkumpul dianalisis untuk 

menghasilkan kesimpulan sementara. Kesimpulan 

tersebut kemudian diuji dengan data tambahan untuk 

memastikan validitas dan kebenarannya, sehingga 

menghasilkan data yang sah dan dapat diterima.23 

 
23 Ibrahim, Muhammad Buchori, Et Al. Metode Penelitian Berbagai 

Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi). Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 

(2023). 
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H. Sistematika Penulisan 

1. Bab I adalah Pendahuluan. Pada bab ini peneliti 

menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

Pustaka dari penelitian, kerangka berfikir, dan metode 

yang dipakai. 

2. Bab II adalah tinjauan teori dari penelitian. Pada Bab ini 

peneliti menjelaskan teori-teori dan konsep umum 

mengenai Lelang dan Hak Tanggungan. Tinjauan-

tinjauan yang ditulis didapatkan peneliti dari beberapa 

sumber seperti buku, artikel, jurnal, tesis, skripsi, dan 

lainnya. 

3. Bab III adalah Gambaran umum objek penelitian dan 

penampilan data yang digunakan dalam menganalisis 

pada bab analisis dan pembahasan. 

4. Bab IV adalah analisis dan pembahasan data yang ada 

kemudian dianalisis menggunakan teori, bahan hukum 

dan sumber-sumber literasi lainnya yang relevan. 

5. Bab V adalah penutup dari penelitian. Pada bab ini 

peneliti memaparkan Kesimpulan dari analisis 

penelitian dan memberikan saran yang relevan dengan 

penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG LELANG DAN 

OBJEK HAK TANGGUNGAN 

 

A. Tinjauan Konseptual Tentang Lelang 

1. Pengertian Lelang 

Lelang adalah proses jual beli barang atau jasa 

yang dilakukan secara terbuka, di mana penawaran harga 

dilakukan oleh para peserta lelang, dan pemenangnya 

adalah pihak yang mengajukan penawaran tertinggi.24 

Lelang biasanya dilaksanakan oleh pejabat atau lembaga 

yang berwenang, dan bersifat transparan serta kompetitif. 

lelang digunakan sebagai sarana untuk menjual barang 

milik negara, barang sitaan, atau barang milik pribadi 

yang ingin dijual kepada publik dengan mekanisme yang 

adil dan terbuka.25 Lelang juga dapat dilakukan dalam 

bentuk fisik (tatap muka) maupun daring (online), 

tergantung pada kebijakan penyelenggara. Tujuan utama 

dari pelaksanaan lelang adalah untuk memperoleh harga 

jual yang optimal melalui persaingan yang sehat antar 

peserta.26 

 
24 Ririn, Ririn Ardhila. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap 

Pembatalan Lelang Secara Online." Journal Law Of Deli Sumatera 2.1 (2022). 
25 Usman, Rachmadi. Hukum Lelang. Sinar Grafika, (2022). 67. 
26 Mustafa, Sakina. Akuntabilitas Pelayanan Kpknl Parepare Dalam 

Pelelangan Kekayaan Negara (Perspektif Hukum Ekonomi Islam). Disiertasi. 

Stain Parepare, (2018). 
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Dalam pelaksanaannya, lelang melibatkan 

berbagai pihak seperti penjual, calon pembeli, dan 

pejabat lelang. Proses lelang harus memenuhi prinsip-

prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan agar 

tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap 

tahap dalam lelang harus dilakukan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku, termasuk 

pengumuman, penawaran, pemilihan pemenang, hingga 

penyerahan barang dan pelunasan harga.27 

2. Dasar Hukum Lelang 

Dasar hukum pelaksanaan lelang di Indonesia 

diatur oleh beberapa peraturan yang memberikan 

pedoman serta ketentuan yang harus diikuti dalam setiap 

proses lelang. Salah satu regulasi utama adalah Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang memberikan 

petunjuk teknis mengenai pelaksanaan lelang. Dalam 

Pasal 1 angka 1, dijelaskan bahwa lelang merupakan 

penjualan barang secara terbuka kepada umum dengan 

metode penawaran harga, baik secara tertulis maupun 

lisan, yang bertujuan untuk memperoleh harga tertinggi. 

PMK Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang hadir sebagai pembaruan dan 

pelengkap dalam pelaksanaan lelang. Peraturan ini 

 
27 Salsabila, Syakirah, And Syaddan Dintara Lubis. "Pelaksanaan Parate 

Executie Terhadap Objek Hak Tanggungan Berdasarkan Uu No. 4 Tahun 1996 

Tentang Hak Tanggungan." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik 

(Jihhp) 4.5 (2024). 
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mengatur lebih spesifik tentang kategori objek lelang, 

kewenangan pejabat lelang, serta persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh peserta lelang dan tanggung jawab penjual. 

Ketentuan ini memperkuat akuntabilitas dalam setiap 

tahapan lelang agar berjalan sesuai dengan prinsip 

hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam Herzien 

Inlandsch Reglement (HIR), khususnya Pasal 200 ayat 

(1), disebutkan ketentuan tentang lelang eksekusi, yakni 

lelang yang dilakukan sebagai pelaksanaan putusan 

pengadilan atau dokumen hukum lain yang memiliki 

kekuatan hukum tetap. 

Meskipun tidak mengatur lelang secara langsung, 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jasa 

Konstruksi juga menjadi bagian penting dari kerangka 

hukum pengadaan barang dan jasa, termasuk 

pelaksanaan lelang dalam sektor konstruksi. Keseluruhan 

regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang kuat, 

sekaligus memastikan bahwa proses lelang di Indonesia 

dilaksanakan secara transparan, adil, dan akuntabel 

sesuai dengan norma hukum dan prinsip tata kelola yang 

baik. 

3. Jenis-Jenis Lelang 

a. Lelang Konvensional 

Lelang konvensional adalah jenis lelang yang 

dilakukan secara langsung dengan mempertemukan 

pejabat lelang dan para peserta di satu lokasi fisik. 

Dalam pelaksanaannya, penawaran harga 

disampaikan secara lisan oleh peserta lelang di tempat 
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lelang berlangsung. Proses ini bersifat terbuka, di 

mana setiap peserta dapat secara aktif memberikan 

penawaran hingga tercapai harga tertinggi yang 

disepakati. Lelang konvensional menekankan pada 

interaksi langsung dan transparansi dalam suasana 

tatap muka.28 

b. Lelang Online 

Lelang online adalah bentuk pelaksanaan 

lelang yang dilakukan melalui platform daring 

(online), memungkinkan peserta untuk mengikuti 

proses lelang dari lokasi mana pun tanpa kehadiran 

fisik di tempat lelang. Dengan menggunakan 

teknologi digital, peserta dapat mengakses informasi 

barang, memberikan penawaran, dan mengikuti 

seluruh proses lelang secara real-time melalui 

internet. Jenis lelang ini semakin populer karena 

menawarkan kemudahan, efisiensi waktu, serta 

jangkauan yang lebih luas, sehingga mempermudah 

partisipasi publik dalam kegiatan lelang.29 

 

 

 
28 Landina, Permata Arina Iasya, And Moch Marjo. "Pelaksanaan Lelang 

Atas Barang Milik Daerah Melalui Internet (E-Auction) Oleh Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Semarang." Diponegoro Law Journal 5.2 

(2016): 1-18. 
29 Abdullah, Ali, And Ardian Ganet Ramadhan. "Sosialisasi Kajian 

Komparatif Pelaksanaan Lelang Konvensional Dan Lelang Online Terhadap 

Objek Fidusia Yang Diselenggarakan Oleh Balai Lelang Swasta." Abdi 

Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4.2 (2024): 87-

96. 
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c. Lelang Harga Naik 

Lelang harga naik adalah jenis lelang yang 

paling umum digunakan, di mana proses dimulai oleh 

juru lelang dengan menetapkan harga awal tertentu. 

Para peserta kemudian saling bersaing dengan 

mengajukan penawaran yang semakin tinggi dari 

harga sebelumnya. Lelang ini terus berlangsung 

hingga tidak ada lagi peserta yang mengajukan 

penawaran baru, dan pemenangnya adalah peserta 

yang memberikan penawaran tertinggi. Mekanisme 

ini mencerminkan prinsip kompetisi terbuka untuk 

mencapai harga terbaik.30 

d. Lelang Eksekusi 

Lelang eksekusi adalah jenis lelang yang 

diselenggarakan untuk melaksanakan putusan 

pengadilan atau dokumen lain yang memiliki 

kekuatan hukum setara. Lelang ini bertujuan untuk 

menyelesaikan kewajiban hukum tertentu melalui 

penjualan barang secara terbuka. Beberapa bentuk 

lelang eksekusi meliputi lelang eksekusi pajak, yang 

dilakukan untuk menagih tunggakan pajak; lelang 

eksekusi harta pailit, yang bertujuan membereskan 

kewajiban debitur pailit kepada krediturnya; serta 

lelang eksekusi barang rampasan, yang dilakukan atas 

barang-barang yang telah dirampas oleh negara 

berdasarkan putusan hukum. Seluruh proses lelang 

 
30 Usman, Rachmadi. Hukum Lelang. Sinar Grafika, (2022). 67. 
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eksekusi dilakukan di bawah pengawasan otoritas 

yang berwenang agar sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku.31 

e. Lelang Non-Eksekusi Wajib 

Lelang non-eksekusi wajib adalah jenis lelang 

yang pelaksanaannya diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan untuk menjual barang-barang 

tertentu milik negara atau instansi terkait. Lelang ini 

tidak didasarkan pada putusan pengadilan, melainkan 

pada kewajiban administratif yang mengatur 

penjualan aset secara terbuka. Contoh dari lelang jenis 

ini antara lain lelang barang milik negara dan lelang 

barang milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

yang harus dilakukan melalui mekanisme lelang 

untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta 

optimalisasi nilai aset yang dijual. Prosesnya tetap 

diawasi oleh pejabat lelang dan mengikuti ketentuan 

hukum yang berlaku.32 

f. Lelang Non-Eksekusi Sukarela 

Lelang non-eksekusi sukarela adalah jenis 

lelang yang diselenggarakan atas dasar keinginan 

pemilik barang tanpa adanya paksaan atau kewajiban 

 
31 Tambunan, Christin Natalia, And Atik Winanti. "Perlindungan Hukum 

Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Tidak Dapat Menguasai 

Objek Lelang (Studi Kasus Putusan No. 3/Pdt. G/2018/Pn. Lgs)." Jurnal 

Interpretasi Hukum 5.1 (2024): 821-829. 
32 Salim, Vina Putri, And Bambang Sugeng Ariadi Subagyono. 

"Keabsahan Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara Online Tanpa Pejabat 

Lelang." Notaire 5.1 (2022). 
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hukum. Lelang ini dilakukan secara sukarela untuk 

menjual aset atau barang milik pribadi maupun swasta 

melalui mekanisme lelang resmi. Contoh dari lelang 

ini meliputi lelang harta pribadi atau barang milik 

swasta, serta lelang aset perusahaan dalam proses 

likuidasi. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh 

nilai jual terbaik melalui proses yang terbuka dan sah 

secara hukum, meskipun tidak didasarkan pada 

kewajiban dari peraturan atau putusan pengadilan.33 

4. Objek Lelang 

Dalam sistem hukum positif Indonesia, objek 

lelang diatur secara jelas dalam Pasal 6 Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Ketentuan ini 

menyatakan bahwa setiap barang, baik yang berwujud 

maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak 

bergerak, serta yang dapat dihabiskan maupun tidak, 

dapat dijual secara lelang asalkan memiliki nilai 

ekonomis. Artinya, cakupan objek lelang sangat luas dan 

tidak terbatas hanya pada benda fisik. Kriteria utamanya 

adalah barang tersebut memiliki nilai guna atau manfaat 

yang dapat dinikmati secara ekonomi. Dengan 

demikian, lelang tidak hanya bersifat terbatas, 

 
33 Sagala, Sofyan Arifin. "Eksekusi Lelang Terhadap Barang Jaminan 

Fidusia Kendaraan Bermotor (Studi Di Pt. Summit Oto Finance Cabang Medan)." 

(2019). 
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melainkan fleksibel mengikuti dinamika ekonomi dan 

teknologi.34 

Barang berwujud yang sering menjadi objek 

lelang antara lain tanah, bangunan, kendaraan, mesin, 

peralatan, dan barang sitaan negara. Barang-barang ini 

biasanya diperoleh melalui eksekusi jaminan kredit, 

hasil sita pidana, atau sebagai barang milik negara yang 

tidak lagi digunakan. Ketentuan mengenai pelaksanaan 

lelang terhadap benda tidak bergerak seperti tanah dan 

bangunan juga tunduk pada Undang-Undang Pokok 

Agraria dan Peraturan Kepala BPN. Dalam konteks 

perbankan dan pembiayaan, agunan berupa hak 

tanggungan atau fidusia dapat dilelang sebagai bentuk 

eksekusi akibat wanprestasi debitur. Pelaksanaan lelang 

atas benda berwujud umumnya lebih sederhana dalam 

hal pembuktian dan penilaian.  

Objek lelang tidak hanya terbatas pada barang 

berwujud, namun juga mencakup barang tidak 

berwujud. Menurut Pasal 6 ayat (2) PMK tersebut, 

barang tidak berwujud meliputi hak menikmati barang, 

hak tagih atau piutang, hak atas kekayaan intelektual, 

hak siar atau rilis, serta surat berharga. Artinya, aset 

yang tidak memiliki bentuk fisik pun dapat dijadikan 

objek lelang sepanjang dapat diperdagangkan dan 

bernilai ekonomis. Dalam praktiknya, lelang hak 

 
34 Febriana, Nabilah, and Ahmad Zazili. "Kebijakan Hukum terhadap Asas 

Perlindungan Konsumen pada Praktik Lelang Mobil secara Online." Indonesian 

Journal of Law and Justice 2.4 (2025): 12-12. 
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kekayaan intelektual seperti merek dagang atau paten 

menjadi semakin relevan dalam era ekonomi digital. Hal 

ini menunjukkan bahwa hukum lelang di Indonesia 

mengakomodasi perkembangan jenis aset modern.35 

Salah satu bentuk objek lelang yang tidak 

berwujud adalah hak menikmati barang. Hak ini 

mencakup kemampuan untuk menggunakan, 

memanfaatkan, atau menikmati manfaat dari suatu 

benda tanpa harus memiliki kepemilikan penuh atas 

benda tersebut. Misalnya, hak sewa atas bangunan 

komersial, hak pengelolaan parkir, atau hak 

pemanfaatan ruang iklan dapat dijadikan objek lelang. 

Hak tersebut bersifat sementara dan dapat dialihkan 

kepada pihak ketiga melalui mekanisme lelang. 

Ketentuan ini mencerminkan pengakuan hukum 

terhadap nilai ekonomi yang melekat pada hak-hak 

sementara atas barang.  

Objek lelang berupa hak tagih atau piutang juga 

memiliki dasar hukum yang kuat. Kreditur yang 

memiliki piutang terhadap debitur dapat menjual hak 

tagih tersebut melalui lelang untuk memperoleh dana 

segar atau mempercepat likuidasi aset. Penjualan 

piutang melalui lelang juga umum dilakukan oleh 

lembaga pembiayaan, perbankan, maupun negara dalam 

rangka pengurusan piutang macet. Proses ini harus 

 
35 Abdullah, Mhd Khadafi. "Lelang Tanah Pusako Tinggi Yang Tidak 

Bersertifikat di Ranah Minang." Journal of Global Legal Review 2.2 (2024): 109-

124. 
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disertai dokumen pendukung seperti perjanjian utang, 

surat pengakuan utang, atau putusan pengadilan. Oleh 

karena itu, piutang sebagai objek lelang harus jelas, 

pasti, dan dapat dialihkan haknya secara sah.  

Surat berharga, termasuk saham, obligasi, dan 

surat utang lainnya, juga diakui sebagai objek lelang 

yang sah menurut hukum. Dalam praktiknya, 

pelaksanaan lelang surat berharga memerlukan 

keterlibatan pihak-pihak yang berwenang seperti 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek 

Indonesia. Lelang atas surat berharga umumnya 

dilakukan dalam rangka penyelesaian utang atau sebagai 

upaya penegakan hukum terhadap aset yang disita. 

Mekanisme ini membutuhkan transparansi dan 

pengawasan ketat untuk mencegah manipulasi harga 

atau konflik kepentingan. Keberadaan surat berharga 

sebagai objek lelang memperluas cakupan instrumen 

keuangan dalam mekanisme eksekusi. 

Selain surat berharga, hak atas kekayaan 

intelektual seperti hak cipta, paten, desain industri, dan 

merek dagang dapat menjadi objek lelang. Penjualan 

hak kekayaan intelektual melalui lelang menjadi penting 

dalam konteks likuidasi perusahaan atau dalam kasus 

pelanggaran hukum yang berujung pada penyitaan aset. 

Lelang jenis ini memerlukan penilaian profesional atas 

nilai ekonomi kekayaan intelektual yang dimaksud. Di 

samping itu, pencatatan peralihan hak juga harus 

dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 
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Ketentuan ini mempertegas bahwa nilai intelektual 

diakui dan dilindungi sebagai bagian dari sistem 

ekonomi berbasis hukum.36 

Objek lelang harus memiliki nilai ekonomis agar 

dapat diperjualbelikan. Nilai ekonomis yang dimaksud 

bukan hanya berdasarkan nilai pasar, tetapi juga 

manfaat, kegunaan, dan daya tukar yang dapat diterima 

dalam sistem ekonomi. Objek yang tidak memiliki nilai 

pasar, seperti limbah atau barang rusak total, umumnya 

tidak memenuhi syarat sebagai objek lelang kecuali 

masih memiliki nilai guna residual. Prinsip ini 

merupakan bentuk perlindungan terhadap efisiensi pasar 

dan keadilan dalam transaksi publik. Tidak semua objek 

yang dapat dilelang diperbolehkan secara mutlak. 

Beberapa jenis barang, seperti narkotika, senjata api 

ilegal, benda bersejarah tertentu, dan barang hasil tindak 

pidana yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, 

dikecualikan dari objek lelang. Pengaturan ini diatur 

dalam regulasi tambahan seperti Undang-Undang Cagar 

Budaya, Undang-Undang Narkotika, dan KUHAP. 

Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban umum, 

mencegah penyalahgunaan, dan melindungi 

kepentingan negara.  

 

 
36 Kurnianingrum, Trias Palupi. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai 

Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit 

Guarantee)." Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan 

Kesejahteraan 8.1 (2017): 31-54. 
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5. Tata Cara Penyelenggaraan Lelang 

Pelaksanaan Lelang dan Dasar Hukumnya 

Pelaksanaan lelang di Indonesia harus dijalankan secara 

formal, sesuai ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 PMK No. 

213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang berbunyi:  

"Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh 

dan/atau di hadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan 

lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah."  

Pejabat lelang memiliki kewenangan administratif 

dan hukum untuk mengesahkan jalannya proses lelang 

serta menjamin keabsahan hasilnya. Kehadiran pejabat 

lelang juga berfungsi sebagai penjaga objektivitas dan 

penegak prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi 

lelang. Dengan demikian, pelaksanaan lelang tanpa 

pejabat resmi dianggap cacat hukum dan berpotensi 

menimbulkan sengketa. 37 

a. Permohonan Lelang  

Tahapan pertama dalam tata cara lelang adalah 

pengajuan permohonan lelang oleh pihak yang 

memiliki legal standing, seperti kreditur, instansi 

pemerintah, atau pemilik barang. Permohonan ini 

 
37 Pratama, Adam Rayhan Fajar. Tinjauan Hukum Terhadap 

Penyelenggaraan Lelang Yang Tidak Dihadiri Secara Fisik Oleh Peserta Lelang 

Di Tempat Pelaksanaan Lelang Berdasarkan Peraturan Kementrian Keuangan RI 

Nomor 213/PMK. 06/2020 Tentang  Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Diss. 

Universitas Nasional, (2023). 
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diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) dengan melampirkan 

dokumen pendukung seperti identitas pemohon, 

bukti kepemilikan, dan dasar hukum pelaksanaan 

lelang. Permohonan yang diajukan akan diverifikasi 

terlebih dahulu oleh KPKNL untuk memastikan 

kelengkapan administratif dan substansi hukumnya. 

Validitas dokumen sangat menentukan kelanjutan 

proses lelang. Proses ini merupakan bentuk 

implementasi asas legalitas dalam administrasi 

publik.38 

b. Penetapan Waktu Pelaksanaan Lelang  

Setelah permohonan disetujui, KPKNL akan 

menetapkan waktu pelaksanaan lelang. Penetapan 

ini mencakup tanggal, waktu, dan metode 

pelaksanaan apakah dilakukan secara konvensional 

atau daring. Jadwal tersebut ditentukan berdasarkan 

kesiapan dokumen, waktu publikasi pengumuman, 

dan kebutuhan teknis lainnya. Penetapan waktu juga 

mempertimbangkan hari kerja dan waktu yang 

memadai untuk publik mengakses informasi lelang. 

Ketepatan penjadwalan berfungsi untuk menjamin 

keterbukaan dan keadilan dalam proses lelang.  

 

 
38 Jannah, Farah Aura. "Praktik Pelaksanaan Lelang Online Tertutup 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK. 06/2020 Perspektif 

Hukum Islam di KPKNL Malang." Journal of Islamic Business Law 6.4 (2022). 
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c. Pengurusan Surat Keterangan Tanah (SKT), SKPT, 

dan Surat Sejenis  

Sebelum lelang dilakukan, pemohon 

diwajibkan mengurus dokumen pendukung seperti 

Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Keterangan 

Pendaftaran Tanah (SKPT), dan Surat Keterangan 

Pendaftaran Satuan Rumah Susun jika objek lelang 

berupa properti. Dokumen ini diperlukan untuk 

memastikan legalitas status objek yang akan 

dilelang dan memperkuat posisi hukum pemenang 

lelang nantinya. Pengurusan dokumen ini biasanya 

dilakukan melalui kantor pertanahan atau dinas 

terkait. Keberadaan dokumen tersebut berfungsi 

sebagai alat bukti sah bahwa objek lelang tidak 

dalam sengketa atau berada dalam status blokir. 

Aspek ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan 

perlindungan terhadap pembeli. 39 

d. Pembatalan Sebelum Lelang  

Lelang dapat dibatalkan sebelum 

pelaksanaannya apabila ditemukan kendala hukum 

atau administratif yang menghalangi kelangsungan 

lelang. Pembatalan dapat diajukan oleh pemohon 

lelang, atas rekomendasi KPKNL, atau berdasarkan 

putusan pengadilan. Misalnya, jika muncul gugatan 

kepemilikan atau objek dinyatakan sebagai barang 

 
39 Jannah, Farah Aura. "Praktik Pelaksanaan Lelang Online Tertutup 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK. 06/2020 Perspektif 

Hukum Islam di KPKNL Malang." Journal of Islamic Business Law 6.4 (2022).  
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sitaan negara yang belum inkracht. Dalam hal ini, 

KPKNL akan menerbitkan surat resmi pembatalan 

pelaksanaan lelang. Pembatalan ini penting sebagai 

langkah preventif untuk menghindari cacat hukum 

di kemudian hari. 40 

e. Jaminan Penawaran Lelang  

Sebelum mengikuti lelang, peserta diwajibkan 

menyetor jaminan lelang sesuai ketentuan yang 

ditetapkan dalam pengumuman. Jaminan ini 

berfungsi sebagai komitmen atas keseriusan peserta 

untuk membeli objek lelang dan sebagai pengikat 

dalam proses penawaran. Besaran jaminan 

umumnya sebesar 20-50% dari nilai limit. Apabila 

peserta tidak memenangkan lelang, jaminan akan 

dikembalikan utuh. Namun, jika pemenang tidak 

melunasi kewajibannya, jaminan akan disita dan 

dinyatakan hangus.41 

f. Penetapan Nilai Limit  

Nilai limit adalah harga minimum yang 

ditetapkan sebagai dasar penawaran dalam proses 

lelang. Penetapan nilai limit dilakukan oleh 

pemohon atau pihak penjual, berdasarkan laporan 

 
40 Lasewa, Reinaldi. "Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Pada 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado." Jurnal LPPM Bidang 

EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) 6.1 (2022): 509-516. 
41 Karina, Ahnia Septya, Sukarmi Sukarmi, and Endang Sri Kawuryan. 

"Keabsahan Akta Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Dalam Pelaksanaan 

Lelang Elektronik Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan 

Lelang." Jurisdictie 11.1 (2020): 10-18860.  
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appraisal independen atau penilaian internal yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Nilai ini 

mencerminkan estimasi nilai pasar atau nilai 

likuidasi dari objek yang dilelang. Menurut 

ketentuan PMK, jika nilai objek di bawah Rp5 

miliar, maka nilai limit dapat ditetapkan tanpa 

appraisal eksternal. Penetapan nilai limit harus 

bersifat objektif dan tidak dimaksudkan untuk 

menguntungkan satu pihak saja. 

g. Pengumuman Lelang  

Setelah dilakukan penetapan terhadap nilai 

limit dan jadwal pelaksanaan lelang, maka Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

berkewajiban untuk mengumumkan kegiatan lelang 

secara terbuka melalui berbagai media, termasuk 

media cetak berperedaran luas dan portal lelang 

resmi yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara, yaitu lelang.go.id. Pengumuman ini harus 

memuat informasi yang lengkap dan jelas mengenai 

objek lelang, waktu dan tempat pelaksanaan, nilai 

limit, serta mekanisme dan tata cara penawaran yang 

berlaku. Masa pengumuman dilakukan paling 

lambat beberapa hari sebelum tanggal pelaksanaan 

lelang guna memberikan kesempatan seluas-luasnya 

kepada publik untuk mengakses informasi tersebut 

dan berpartisipasi secara adil.  

Pengaturan mengenai kewajiban 

pengumuman lelang diatur secara normatif dalam 
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Pasal 53 PMK No. 213/PMK.06/2020, yang 

menyatakan bahwa  

“Lelang wajib didahului dengan Pengumuman 

Lelang”  

Pengumuman tersebut harus dilakukan oleh penjual, 

bukan KPKNL sebagai penyelenggara. Selain itu, 

pengumuman lelang sebagaimana dimaksud hanya 

dapat diterbitkan pada hari kerja KPKNL, guna 

menjamin integrasi administratif dan sinkronisasi 

jadwal dengan sistem kerja pemerintahan. Meskipun 

demikian, terdapat pengecualian terhadap ketentuan 

ini, yaitu untuk lelang eksekusi atas benda sitaan 

yang mudah busuk atau rusak, lelang noneksekusi 

wajib atas barang mudah busuk/kedaluwarsa, serta 

lelang noneksekusi sukarela.  

Memperluas jangkauan informasi dan 

menjamin keterbukaan publik, penyelenggara lelang 

juga diberi kewenangan untuk memberikan fasilitas 

publikasi melalui aplikasi lelang, portal digital, atau 

situs web resmi yang dikelolanya, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 53 ayat (5). Tidak hanya itu, 

pengumuman lelang juga dapat disertai dengan 

informasi tambahan sebagaimana dijelaskan dalam 

ayat (6), seperti uraian lebih lengkap tentang objek 

lelang, syarat dan ketentuan partisipasi, serta 

berbagai informasi lainnya yang dianggap relevan 

untuk membantu calon peserta dalam membuat 

keputusan.  



43 

 

 
 

Pengumuman lelang bukan sekadar formalitas 

administratif, melainkan bentuk implementasi nyata 

dari asas transparansi dan akuntabilitas dalam tata 

kelola aset publik. Proses ini mencegah terjadinya 

praktik monopoli informasi, meningkatkan 

kompetisi yang sehat, dan menjamin perlakuan yang 

setara bagi seluruh calon peserta lelang. Hal ini juga 

menjadi jaminan hukum bagi sahnya pelaksanaan 

lelang dan perlindungan terhadap hak-hak pihak 

yang berkepentingan dalam proses tersebut. 

h. Penawaran Lelang  

Pada hari pelaksanaan lelang, peserta yang 

telah menyetor jaminan dapat memberikan 

penawaran terhadap objek yang dilelang. Penawaran 

dilakukan secara terbuka dan bersaing hingga 

diperoleh penawaran tertinggi. Dalam sistem lelang 

daring, proses penawaran dilakukan secara real-time 

dan terdokumentasi secara elektronik. Pejabat lelang 

akan mengawasi langsung proses penawaran untuk 

menjamin keabsahan. Penawaran tertinggi menjadi 

dasar penetapan pemenang lelang. 42 

i. Penetapan Pembeli  

Setelah proses penawaran selesai, pejabat 

lelang akan menetapkan pemenang lelang 

berdasarkan penawaran tertinggi yang sah. 

Penetapan ini dituangkan dalam risalah lelang 

 
42 Usman, Rachmadi. Hukum Lelang. Sinar Grafika, (2022).  
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sebagai dokumen resmi negara. Risalah tersebut 

memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik 

yang dapat digunakan dalam proses peralihan hak 

atas objek. Jika peserta pemenang gagal memenuhi 

kewajiban pembayaran, maka lelang dapat 

dibatalkan dan objek ditawarkan kembali. Penetapan 

ini bersifat final dan mengikat secara hukum. 

j. Pembayaran dan Penyetoran  

Pemenang lelang wajib melakukan 

pelunasan pembayaran dalam jangka waktu 

maksimal lima hari kerja setelah penetapan. 

Pembayaran dilakukan ke rekening yang ditunjuk 

oleh KPKNL dan harus sesuai dengan nilai 

penawaran ditambah pajak atau biaya administrasi 

jika ada. Keterlambatan pembayaran akan berakibat 

pembatalan hasil lelang dan penyitaan jaminan. 

Setelah pembayaran lunas, risalah lelang menjadi 

dasar serah terima objek kepada pemenang. 

Mekanisme ini menjamin efisiensi serta 

akuntabilitas dalam pengelolaan hasil lelang. 43 

k. Penyerahan Dokumen Kepemilikan Barang  

Tahap akhir dari penyelenggaraan lelang 

adalah penyerahan dokumen kepemilikan barang 

kepada pemenang lelang, yang secara hukum 

menandai peralihan hak atas objek yang telah dibeli. 

 
43 Jufri, Supriadi, Anwar Borahima, and Nurfaidah Said. "Pelaksanaan 

Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang." Jurnal Ilmiah Dunia 

Hukum 4.2 (2020): 95-107. 
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Dokumen kepemilikan tersebut dapat berupa 

sertifikat hak atas tanah, buku pemilik kendaraan 

bermotor (BPKB), surat keputusan hak milik, atau 

dokumen sah lainnya tergantung pada jenis dan 

karakteristik objek lelang. Penyerahan dokumen ini 

hanya dilakukan setelah pemenang lelang 

memenuhi seluruh kewajiban administratif, 

terutama pelunasan pembayaran dan pemenuhan 

ketentuan perpajakan, seperti Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) apabila objek 

lelang berupa tanah atau bangunan.  

Pengaturan mengenai tata cara penyerahan 

dokumen secara eksplisit diatur dalam Pasal 83 

PMK No. 213/PMK.06/2020, yang menegaskan 

bahwa:  

"Dalam hal Penjual menyerahkan asli dokumen 

kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

ayat (3), Pejabat Lelang harus menyerahkan asli 

dokumen kepemilikan kepada Pembeli, paling 

lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli: (a) 

menunjukkan kuitansi atau tanda bukti pelunasan 

pembayaran; dan/atau (b) menyerahkan bukti setor 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) jika barang yang dilelang berupa tanah 

dan/atau bangunan."  

Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan 

kepastian hukum dan jaminan waktu yang tegas 

dalam proses serah terima dokumen pasca-lelang.  
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Apabila penjual hanya memperlihatkan 

dokumen asli kepemilikan kepada pejabat lelang 

tanpa menyerahkannya secara langsung pada saat 

lelang, maka penyerahan dokumen kepada 

pemenang lelang tetap harus dilakukan oleh penjual 

paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembeli 

menunjukkan Kutipan Risalah Lelang dan bukti 

pelunasan pembayaran, sebagaimana diatur dalam 

ayat (2) Pasal yang sama. Hal ini menunjukkan 

bahwa peran pejabat lelang tidak hanya terbatas 

pada proses penawaran dan penetapan pemenang, 

tetapi juga bertanggung jawab atas pengawasan 

penyerahan dokumen kepemilikan secara tepat 

waktu dan sah. 44 

Dokumen-dokumen yang telah diterima oleh 

pemenang lelang akan digunakan sebagai dasar 

untuk mengajukan permohonan balik nama atau 

perubahan status kepemilikan di instansi teknis 

terkait, seperti Kantor Pertanahan, Samsat, atau 

lembaga perizinan lainnya. Dengan penyerahan 

dokumen ini, maka proses lelang dianggap telah 

tuntas secara administratif, yuridis, dan substantif, 

serta memberikan jaminan hak kepemilikan yang 

penuh kepada pembeli yang sah. Oleh karena itu, 

tahapan ini merupakan penutup dari keseluruhan 

 
44 Nugroho, Pandu Dwi. "Pelaksanaan Lelang Terhadap Obyek Yang 

Dibebani Hak Tanggungan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Para 

Pihak." Rechtidee 13.2 (2018): 247-261. 
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proses lelang yang menegaskan keberlakuan prinsip 

legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan 

terhadap hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik. 

 

B. Tinjauan Konseptual Objek Hak Tanggungan  

1. Ruang Lingkup Hak Tanggungan 

Hak tanggungan adalah salah satu bentuk jaminan 

yang diberikan atas hak atas tanah guna menjamin 

pelunasan utang tertentu. Objek hak tanggungan meliputi 

tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah 

tersebut, seperti bangunan atau tanaman yang terdapat di 

atasnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.45 Hak 

tanggungan memberikan kedudukan istimewa kepada 

kreditur pemegang hak tanggungan untuk memperoleh 

pelunasan utang dari hasil eksekusi objek hak 

tanggungan apabila debitur wanprestasi.46 Mekanisme 

ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi 

kreditur sekaligus melindungi hak debitur sebagai 

pemilik jaminan.47 

 
45 Nurjannah, S. “Eksistensi Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan 

Hak Atas Tanah (Tinjauan Filosofis)”. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum 

Fakultas Syariah Dan Hukum, Vol. 5, No. 1, June 2018, Pp. 195-0, 

Doi:10.24252/Jurisprudentie.V5i2.5439. 
46 Ramadhanti, Raden Fidela Raissa, Et Al. "Parate Eksekusi Terhadap 

Objek Hak Tanggungan Dalam Hukum Positif Di Indonesia." (2022). 
47 Suwarjono, Agus, Niru Anita Sinaga, And Sudarto Sudarto. "Keabsahan 

Risalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tidak Memiliki Kekuatan 

Hukum." Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains 12, No. 2 (2023). 
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Objek hak tanggungan harus memenuhi syarat 

tertentu agar dapat dijadikan jaminan. Syarat tersebut 

meliputi kepemilikan sah atas tanah oleh debitur, tidak 

adanya sengketa atas tanah tersebut, serta bebas dari 

sitaan atau perjanjian lainnya yang dapat menghalangi 

pelaksanaan eksekusi.48 Sertifikat hak tanggungan yang 

diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional menjadi 

bukti otentik atas keberadaan hak tanggungan tersebut 

dan memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan 

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.49 Hal ini 

memungkinkan kreditur untuk melakukan parate 

eksekusi tanpa melalui proses pengadilan, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.50 

Eksekusi objek hak tanggungan dilakukan melalui 

pelelangan umum berdasarkan titel eksekutorial yang 

terdapat dalam sertifikat hak tanggungan. Proses 

pelelangan ini harus sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

 
48 Syafira, Pratiwi Nur. "Akibat Hukum Perjanjian Kredit Dengan Agunan 

Kredit Yang Belum Dikuasai (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 

K/Pdt/2020)." Indonesian Notary 4, No. 1 (2022): 20. 
49 Asril, Juli. "Beberapa Permasalahan Terkait Hak Tanggungan Sebagai 

Lembaga Jaminan Atas Tanah." Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi 

(Mea) 4, No. 2 (2020): 492-510. 
50 Nur, Dimas, And Arif Putra. "Perlindungan Hukum Bagi Bank 

Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak 

Tanggungan." Adil Jurnal Hukum 1 (2018): 420-38. 
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Lelang.51 Jika terjadi kesalahan dalam prosedur 

pelelangan atau syarat-syarat tidak terpenuhi, maka 

risalah lelang dapat dianggap tidak sah dan eksekusi 

dianggap batal demi hukum.52 Dalam kasus sengketa 

antara pihak ketiga dan kreditur, perlindungan hukum 

tetap diberikan kepada kreditur untuk memperoleh 

pelunasan utang dari hasil eksekusi objek hak 

tanggungan.53 

Hak tanggungan memiliki peran penting dalam 

mendukung perkembangan ekonomi dan perdagangan, 

terutama bagi pengusaha yang membutuhkan fasilitas 

kredit untuk pengembangan usaha mereka.54 Dengan 

adanya jaminan berupa hak atas tanah, pemberian kredit 

menjadi lebih aman bagi pihak pemberi pinjaman karena 

risiko wanprestasi dapat diminimalkan melalui 

mekanisme eksekusi objek hak tanggungan. Selain itu, 

sistem ini juga mendorong efisiensi dalam penyelesaian 

 
51 Suwarjono, Agus, Niru Anita Sinaga, And Sudarto Sudarto. "Keabsahan 

Risalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tidak Memiliki Kekuatan 

Hukum." Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains 12, No. 2 (2023). 
52 Suwarjono, Agus, Niru Anita Sinaga, And Sudarto Sudarto. "Keabsahan 

Risalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tidak Memiliki Kekuatan 

Hukum." Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains 12, No. 2 (2023). 
53 Hidayat, Danny Robertus. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan 

Jaminan Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Sama." Dih: Jurnal Ilmu 

Hukum (2018). 
54 Lubis, Abdul Muthalib, Abi Jumroh Harahap, And Maksum Syahri 

Lubis. "Analisis Hukum Pemberian Kredit Kepada Usahan Kecil Dalam Rangka 

Pemberdayaan Ekoni Kreakyatan Di Provinsi Sumatare Utara." (2013). 
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utang piutang tanpa harus melalui proses litigasi yang 

panjang.55 

Berikut adalah prosedur mendaftarkan hak 

tanggungan: 

a. Prosedur pendaftaran hak tanggungan merupakan 

langkah penting dalam memastikan bahwa hak 

tersebut diakui secara hukum dan memberikan 

perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Prosedur 

ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) dan telah 

mengalami beberapa penyesuaian dengan adanya 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

BPN Nomor 5 Tahun 2020. Proses pendaftaran 

dimulai dengan pembuatan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT). APHT ini mencakup identitas pemberi 

dan pemegang hak tanggungan, objek yang dibebani 

hak tanggungan, serta nilai tanggungan yang 

disepakati. Dengan adanya APHT, kreditur dan 

debitur memiliki dokumen resmi yang menjadi dasar 

untuk pendaftaran hak tanggungan.56 

b. Setelah APHT ditandatangani, langkah berikutnya 

adalah mendaftarkan hak tanggungan di Kantor 

 
55 Ayu, Fitriana. "Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara Dan Lelang (Kpknl) Padang." Phd Diss., Universitas Andalas, (2023). 
56 Muzzaki, Ilham, And Aris Machmud. "Prosedur Pengalihan Cessie 

Dalam Perspektif Hukum: Akibat Hukum Terhadap Jaminan Hak Tanggungan 

Dan Perlindungan Debitur." Binamulia Hukum 12, No. 1 (2023): 143-159. 
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Pertanahan setempat. Pendaftaran ini harus dilakukan 

paling lambat tujuh hari setelah penandatanganan 

APHT oleh PPAT. Dokumen yang perlu dilampirkan 

dalam permohonan pendaftaran meliputi surat 

permohonan dari pemegang hak tanggungan, APHT 

yang telah ditandatangani, sertifikat hak atas tanah 

yang menjadi objek, serta bukti lunas pembayaran 

biaya pendaftaran. Proses ini penting untuk 

memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-

hak kreditur dalam hal debitur wanprestasi. Dengan 

memenuhi syarat pendaftaran ini, hak tanggungan 

akan memiliki kekuatan hukum yang diakui.57 

c. Setelah dokumen diterima oleh Kantor Pertanahan, 

pihak tersebut akan melakukan verifikasi terhadap 

kelengkapan dokumen yang disampaikan. Jika semua 

dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, kantor 

pertanahan akan mencatat hak tanggungan dalam 

buku tanah dan menerbitkan Sertifikat Hak 

Tanggungan (SHT). SHT ini berfungsi sebagai bukti 

otentik dari keberadaan hak tanggungan dan 

mencantumkan peringkat hak tanggungan yang 

menunjukkan urutan prioritas dalam pemenuhan hak 

pemegang jaminan. Penerbitan SHT adalah tahap 

krusial karena memberikan kepastian hukum kepada 

 
57 Anugerah, Muhammad Widya Iswara Rizky, And Agus Wibowo. 

"Pendaftaran Hak Tanggungan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang 

Melampaui Batas Waktu." Badan Penerbit Stiepari Press (2023): 1-174. 
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kreditur bahwa mereka memiliki jaminan atas utang 

yang diberikan kepada debitur.58 

d. Dalam era digital, pendaftaran hak tanggungan juga 

telah beralih ke sistem elektronik untuk meningkatkan 

efisiensi dan kemudahan akses. Melalui Peraturan 

Menteri ATR/BPN No. 5 Tahun 2020, kreditur dapat 

mengajukan permohonan pendaftaran hak 

tanggungan secara elektronik melalui sistem HT-el. 

Dalam sistem ini, kreditur dapat mengunggah 

dokumen-dokumen yang diperlukan secara daring 

tanpa harus datang ke Kantor Pertanahan secara fisik. 

Proses ini tidak hanya mempercepat waktu 

pendaftaran tetapi juga meminimalkan risiko 

kehilangan dokumen fisik dan meningkatkan 

transparansi dalam proses pendaftaran.59 

2. Syarat-Syarat Objek Hak Tanggungan 

Syarat-syarat objek hak tanggungan diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan (UUHT). Salah satu syarat utama adalah 

bahwa objek yang dijadikan hak tanggungan harus 

merupakan hak atas tanah yang sah. Hak atas tanah 

tersebut dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan, atau hak pakai. Selain itu, objek hak 

 
58 Aufima, Zidna. "Peran Ppat Selaku Pengguna Layanan Hak 

Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik." Journal Of Judicial Review 22, No. 

2 (2020): 259-270. 
59 Agustina, Enny. "Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak 

Atas Tanah Elektronik." Jurnal Solusi 19, No. 3 (2021). 
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tanggungan juga dapat mencakup benda-benda yang 

melekat pada tanah, seperti bangunan permanen dan 

tanaman keras, yang menjadi satu kesatuan dengan tanah 

tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa objek 

yang dijadikan jaminan memiliki nilai dan dapat 

dieksekusi jika debitur mengalami wanprestasi.60 

Syarat kedua adalah adanya perjanjian tertulis yang 

dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan 

(APHT). APHT harus mencantumkan identitas lengkap 

dari pemberi dan penerima hak tanggungan, serta 

menjelaskan utang yang dijaminkan. Dalam APHT, juga 

harus terdapat uraian jelas mengenai objek hak 

tanggungan, termasuk lokasi dan nilai tanggungan. 

Pemberian hak tanggungan harus dilakukan di hadapan 

notaris untuk memastikan keabsahan dokumen dan 

menghindari sengketa di kemudian hari. Jika tidak dapat 

hadir, pihak yang tidak hadir dapat menggunakan Surat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang 

juga harus dibuat secara autentik.61 

Selanjutnya, syarat spesialitas juga harus dipenuhi 

dalam pemberian hak tanggungan. Ini berarti bahwa 

objek yang dibebani hak tanggungan harus ditentukan 

secara jelas dan spesifik dalam APHT. Tanpa adanya 

 
60 Asril, Juli. "Beberapa Permasalahan Terkait Hak Tanggungan Sebagai 

Lembaga Jaminan Atas Tanah." Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi 

(Mea) 4, No. 2 (2020): 492-510. 
61 Noviaditya, Martha. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam 

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan." (2010). 
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kejelasan ini, risiko sengketa di masa depan akan 

meningkat. Selain itu, syarat ini juga mencakup 

penunjukan utang atau utang-utang yang dijaminkan 

pelunasannya dengan hak tanggungan tersebut. Dengan 

memenuhi syarat spesialitas ini, kreditur memiliki 

kepastian hukum mengenai objek jaminan yang 

dimiliki.62 

Syarat publikasi juga merupakan aspek penting dalam 

pemberian hak tanggungan. Pendaftaran hak tanggungan 

pada Kantor Pertanahan setempat merupakan langkah 

wajib untuk memberikan kepastian hukum kepada semua 

pihak terkait. Tanpa pendaftaran, hak tanggungan tidak 

akan memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. 

Proses pendaftaran ini harus dilakukan dalam waktu 

maksimal 7 hari setelah APHT dibuat. Dengan 

pendaftaran yang tepat, kreditur dapat melindungi 

kepentingannya dan memperoleh prioritas atas objek 

jaminan jika terjadi eksekusi.63 

Terakhir, syarat eksekutorial harus ada dalam 

sertifikat hak tanggungan. Sertifikat ini harus memuat 

klausul eksekutorial yang memungkinkan kreditur untuk 

 
62 Sutresno, Koko. "Legalitas Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Dalam 

Hal Musnahnya Objek Hak Tanggungan Karena Keadaan Overmacht 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan." 

Phd Diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2018), H. 22. 
63 Sayuna, Inche. "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan (Skmht) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." Phd Diss., Uns (Sebelas Maret 

University), (2016). 
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melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tanpa 

melalui proses pengadilan jika debitur wanprestasi. Hal 

ini memberikan kemudahan bagi kreditur dalam menagih 

utang dan memastikan bahwa mereka dapat segera 

mengambil tindakan jika diperlukan. Dengan memenuhi 

semua syarat ini, pemberian hak tanggungan akan 

berjalan sesuai ketentuan hukum dan memberikan 

perlindungan bagi kedua belah pihak.64 

Objek tanah yang dapat dibebani hak tanggungan 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan (UUHT). Menurut Pasal 4 ayat 

(1) UUHT, jenis hak atas tanah yang dapat dibebani hak 

tanggungan meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan 

Hak Guna Bangunan. Hak Milik adalah hak tertinggi atas 

tanah yang memberikan pemiliknya hak penuh untuk 

menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut. Sementara 

itu, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan 

merupakan hak yang diberikan untuk mengusahakan atau 

membangun di atas tanah negara dalam jangka waktu 

tertentu. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum 

bagi kreditur untuk menjadikan tanah sebagai jaminan 

utang.65 

 
64 Suwarjono, Agus, Niru Anita Sinaga, And Sudarto Sudarto. "Keabsahan 

Risalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tidak Memiliki Kekuatan 

Hukum." Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains 12, No. 2 (2023). 
65 Jayanti, Offi, And Agung Darmawan. "Pelaksanaan Lelang Tanah 

Jaminan Yang Terikat Hak Tanggungan." Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, No. 3 

(2018): 457-472. 
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Hak Milik sebagai objek hak tanggungan merupakan 

pilihan utama karena memberikan kepastian hukum yang 

kuat. Pemilik Hak Milik memiliki hak penuh untuk 

menjaminkan tanahnya sebagai jaminan utang, sehingga 

nilai ekonomisnya sangat tinggi. Namun, agar dapat 

dibebani hak tanggungan, hak milik tersebut harus 

terdaftar di Kantor Pertanahan dan memiliki sertifikat 

yang sah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak 

ada sengketa terkait kepemilikan tanah tersebut di 

kemudian hari. Dengan demikian, kreditur dapat dengan 

percaya diri mengeksekusi haknya jika debitur 

mengalami wanprestasi.66 

Hak Guna Usaha (HGU) juga dapat dijadikan objek 

hak tanggungan, tetapi dengan syarat tertentu. HGU 

adalah hak untuk mengusahakan tanah negara dalam 

jangka waktu tertentu, biasanya untuk keperluan 

pertanian atau perkebunan. Meskipun HGU memiliki 

batas waktu, selama masa berlaku masih aktif, HGU 

dapat digunakan sebagai jaminan utang. Kreditur perlu 

memastikan bahwa HGU tersebut telah didaftarkan dan 

tidak ada sengketa yang menyertainya. Jika HGU 

berakhir sebelum utang dilunasi, risiko kreditur akan 

meningkat karena kehilangan jaminan.67 

 
66 Intaniyati, Fani. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Hak 

Tanggungan Untuk Obyek Hak Guna Bangunan Yang Sudah Berakhir Jangka 

Waktunya Sebelum Perjanjian Kredit Daluwarsa." Master's Thesis, Universitas 

Islam Sultan Agung (Indonesia), (2023). 
67 Sihotang, Andien Hasea, Nova Monaya, And Ilman Khairi. "Analisis 

Yuridis Keputusan Pembaruan Hak Guna Usaha Yang Sedang Dibebani Hak 
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Hak Guna Bangunan (HGB) juga termasuk dalam 

kategori objek hak tanggungan. HGB memberikan hak 

kepada pemegangnya untuk mendirikan dan memiliki 

bangunan di atas tanah milik orang lain atau tanah negara 

selama jangka waktu tertentu. Seperti halnya HGU, HGB 

juga harus terdaftar dan memenuhi syarat hukum yang 

berlaku agar dapat dijadikan jaminan utang. Jika 

bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut tidak 

sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak terdaftar, 

maka risiko eksekusi bagi kreditur akan meningkat. Oleh 

karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami 

status hukum dari HGB yang dijadikan objek hak 

tanggungan.68 

Selain itu, Hak Pakai atas tanah negara juga dapat 

dibebani hak tanggungan jika memenuhi syarat tertentu. 

Hak Pakai harus bersifat dapat dipindahtangankan dan 

wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. Dalam hal ini, bangunan atau tanaman yang ada 

di atas tanah tersebut dapat dijadikan satu kesatuan 

dengan tanah sebagai bagian dari objek hak tanggungan. 

Dengan mencakup berbagai jenis alas hak ini, UUHT 

memberikan fleksibilitas kepada para pihak dalam 

memilih jenis tanah yang sesuai untuk dijadikan jaminan 

 
Tanggungan Dalam Kredit Sindikasi." Karimah Tauhid 3, No. 10 (2024): 11605-

11615. 
68 Suhantri, Yurichty Poppy. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan 

Objek Hak Guna Bangunan Yang Akan Berakhir Masa Berlakunya Sebelum 

Perjanjian Kredit Jatuh Tempo Dilihat Dari Aspek Hukum Hak Tanggungan." Lex 

Et Societatis 8, No. 3 (2020). 
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utang. Dengan demikian, keberagaman objek tanah yang 

dapat dibebani hak tanggungan mendukung kegiatan 

perekonomian dan investasi di Indonesia.69 

Berikut adalah objek hak tanggungan dalam Putusan 

Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Kds: 

a. Surat Hak Milik (SHM) No. 1220/Botorejo atas 

nama Doktorandus Haji Alex 

b. SHM No. 1191/Botorejo atas nama Doktorandus 

Alex 

c. SHM No. 1290/Botorejo atas nama Doktorandus 

Alex 

d. SHM No. 708/Botorejo atas nama Doktorandus 

Alex 

  

 
69 Asril, Juli. "Beberapa Permasalahan Terkait Hak Tanggungan Sebagai 

Lembaga Jaminan Atas Tanah." Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi 

(Mea) 4, No. 2 (2020): 492-510. 



59 
 

BAB III 

LELANG ATAS OBJEK HAK TANGGUNGAN 

DALAM PUTUSAN NOMOR 67/Pdt.G/2023/Pn Kds 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kudus 

1. Sejarah Pengadilan Negeri Kudus 

Pengadilan Negeri Kudus merupakan lembaga 

peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik 

Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Kudus, 

Provinsi Jawa Tengah. Lembaga ini berfungsi sebagai 

pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan 

untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 

pidana maupun perdata sesuai dengan wilayah hukum 

yang menjadi yurisdiksinya. Secara historis, Pengadilan 

Negeri Kudus dibangun pada tahun 1928 oleh 

pemerintah kolonial Belanda melalui Verenigde Oost-

Indische Compagnie (VOC).  

Pada masa itu, pengadilan ini tergabung dengan 

Pengadilan Negeri Jepara dan dikenal dengan nama 

“Pengadilan Negeri Kudus Pengadilan Negeri Jepara.” 

Selanjutnya, pada tanggal 19 Maret 1983, pengadilan ini 

secara resmi berganti nama menjadi Pengadilan Negeri 

Kudus. Pada tahun yang sama, dilakukan rehabilitasi dan 

perluasan Gedung DIP yang diresmikan oleh Kepala 

Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Provinsi Jawa 

Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak H. 
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Oesman Sahidi, S.H. Pengadilan Negeri Kudus berlokasi 

di Jalan Sunan Muria No. 1, Kudus, dengan jarak sekitar 

0,2 kilometer dari pusat kota.70 

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kudus 

a. Visi: “Terwujudnya Pengadilan Negeri Kudus 

Yang Agung”  

b. Misi:  

1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri 

Kudus.  

2) Memberikan Pelayanan Hukum Yang 

Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan. 

3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di 

Pengadilan Negeri Kudus. 

4) Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi 

Di Pengadilan Negeri Kudus.71 

 

 
70 Profil Pengadilan Negeri Kudus, “Sejarah Pengadilan”, 

Https://Www.Pn-Kudus.Go.Id/Sejarah-Pengadilan/, Di Akses Pada 23 April 

2025. 
71 Profil Pengadilan Negeri Kudus, “Visi Dan Misi Pengadilan Negeri”, 

Https://Www.Pn-Kudus.Go.Id/Visi-Dan-Misi-Pengadilan-Negeri/, Di Akses 

Pada 23 April 2025. 

https://www.pn-kudus.go.id/sejarah-pengadilan/
https://www.pn-kudus.go.id/visi-dan-misi-pengadilan-negeri/
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3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kudus 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri 

Kudus 

Sumber: Profil Pengadilan Negeri Kudus. 

 

Struktur organisasi Pengadilan Negeri disusun 

untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

peradilan secara efektif dan efisien. Organisasi ini 

terdiri atas unsur pimpinan, pelaksana teknis yudisial, 

unsur kesekretariatan, serta kelompok jabatan 

fungsional.  

a. Pimpinan  

Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri atas Ketua 

Pengadilan Negeri Wakil Ketua Pengadilan Keduanya 

bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi 
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jalannya proses peradilan serta pelaksanaan tugas 

administratif dan teknis di lingkungan pengadilan. 

b. Hakim  

Hakim merupakan unsur pelaksana teknis 

yudisial yang menjalankan fungsi utama peradilan, yaitu 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai 

dengan hukum yang berlaku. 

c. Panitera  

Panitera bertanggung jawab dalam mengelola 

administrasi perkara, termasuk pencatatan, pengarsipan, 

dan pelaksanaan putusan pengadilan. Panitera dibantu 

oleh tiga Panitera Muda, yaitu Panitera Muda Perdata, 

Panitera Muda Pidana, dan Panitera Muda Hukum. 

Ketiga jabatan ini mengoordinasikan penanganan 

administrasi perkara sesuai dengan bidang masing-

masing. 

Kelompok Jabatan Fungsional Panitera, yang 

terdiri dari Panitera Pengganti Juru Sita/Juru Sita 

Pengganti Pranata Pengadilan Kelompok ini membantu 

dalam pelaksanaan proses peradilan dan administrasi 

perkara di pengadilan. 

d. Sekretaris  

Sekretaris berperan dalam mendukung tugas 

teknis dan administrasi umum serta bertanggung jawab 

terhadap pengelolaan anggaran, kepegawaian, dan tata 

usaha. Sekretaris membawahi tiga subbagian, yaitu 

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan 

Pelaporan Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata 
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Laksana Subbagian Umum dan Keuangan Setiap 

subbagian memiliki peran strategis dalam mendukung 

operasional pengadilan dari sisi manajerial dan 

administratif.  

Kelompok Jabatan Fungsional Kesekretariatan, 

terdiri dari Fungsional Arsiparis Fungsional Pustakawan 

Fungsional Pranata Komputer Fungsional Bendahara 

Kelompok ini memberikan dukungan teknis sesuai 

dengan keahlian masing-masing, seperti pengelolaan 

arsip, teknologi informasi, perpustakaan, dan keuangan. 

B. Deskripsi Kasus 

1. Kronologi Perjanjian Kredit dan Jaminan Hak 

Tanggungan Dalam Putusan Nomor 67/Pdt.G/Pn Kds 

Penggugat, selaku debitur, memperoleh fasilitas 

kredit dari Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit yang 

dituangkan dalam Akta Notariil Nomor 01 tertanggal 1 

Mei 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Lianty Achwas, 

S.H., yang berkedudukan di Kudus. Fasilitas kredit 

tersebut memiliki plafon sebesar Rp 4.100.000.000,- 

(empat miliar seratus juta rupiah), yang terbagi ke dalam 

dua bentuk pembiayaan, yaitu kredit Distributor Financing 

sebesar Rp 1.900.000.000,- dan Kredit Modal Kerja 

(KMK) sebesar Rp 2.200.000.000,-. Fasilitas ini dijamin 

dengan empat Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:  

2. SHM Nomor 1191 seluas ±4.479 m² atas nama Drs. 

Alex, berlokasi di Desa Bolorejo, Kecamatan 

Wonosalam, Kabupaten Demak.  
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3. SHM Nomor 708 seluas ±688 m² atas nama Penggugat 

I (Alex), berlokasi di Desa Botorejo, Kecamatan 

Wonosalam, Kabupaten Demak.  

4. SHM Nomor 1220 seluas ±847 m² atas nama 

Penggugat I (Alex), berlokasi di Desa Botorejo, 

Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak.  

5. SHM Nomor 1290 seluas ±1.122 m² atas nama Drs. 

Alex, berlokasi di Desa Bolorejo, Kecamatan 

Wonosalam, Kabupaten Demak.  

Fasilitas kredit yang diperoleh digunakan oleh 

Penggugat untuk menambah modal usaha dalam rangka 

distribusi pupuk subsidi kepada petani di Kabupaten 

Demak. Namun, seiring berjalannya waktu, usaha Para 

Penggugat mengalami kemunduran, terlebih akibat 

dampak pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 

2020. Pemerintah memberlakukan kebijakan PPKM 

(Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), yang 

menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat secara 

signifikan.  

2. Pelaksanaan Lelang Jaminan dan Dugaan Perbuatan 

Melawan Hukum 

Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, Tergugat I 

mengumumkan pelelangan objek jaminan kredit milik 

Penggugat melalui media surat kabar harian, dengan 

pelaksanaan lelang dijadwalkan pada 10 November 2023. 

Informasi ini pertama kali diketahui oleh Para Penggugat 

melalui pesan singkat yang dikirim oleh salah satu 
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karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 

Kantor Cabang Kudus, yang melampirkan foto 

pengumuman tersebut. Menanggapi hal itu, Para 

Penggugat mengajukan surat permohonan penangguhan 

lelang kepada Tergugat I melalui surat bernomor 

021/WAU/VII/2023 tertanggal 18 Juli 2023, yang diterima 

pada tanggal 24 Juli 2023. Namun, permohonan tersebut 

ditolak oleh Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam 

surat balasan nomor B.2709/KC-VIII/ADK/07/2023, serta 

ditegaskan kembali dalam surat nomor B.3102/KC-

VIII/ADK/08/2023 tertanggal 22 Agustus 2023. Upaya 

penyelesaian juga dilakukan melalui pengaduan kepada 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Semarang, namun 

berdasarkan surat jawaban OJK nomor SR-

232/KR.0301/2023 tertanggal 1 Agustus 2023, OJK 

menyarankan agar solusi penyelesaian diserahkan kembali 

kepada Tergugat I.  

Dari keempat SHM yang dijadikan jaminan, dua di 

antaranya telah dilelang, yakni: 

1. SHM Nomor 708 yang dijual pada lelang umum 

tanggal 16 September 2021 dengan harga Rp 

130.000.000,-.  

2. SHM Nomor 1191 yang telah melalui tiga kali proses 

pelelangan. Pelelangan pertama tidak menghasilkan 

pemenang, dan akhirnya pada lelang ketiga berhasil 

dijual dengan harga Rp 3.150.000.000,-. 

Namun demikian, Para Penggugat menyatakan bahwa 

pelaksanaan lelang tersebut cacat formil karena tidak ada 
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pemberitahuan resmi terlebih dahulu dari Tergugat I 

kepada Para Penggugat. Penetapan harga lelang juga tidak 

mempertimbangkan nilai pasar sesuai Keputusan Bupati 

Demak Nomor 971/345 Tahun 2021, yang menetapkan 

harga tanah di lokasi tersebut sebesar Rp 1.750.000,- per 

meter persegi. Bahkan jika menggunakan asumsi 

penurunan harga menjadi Rp 1.250.000,- per meter 

persegi, nilai wajar tanah dalam SHM Nomor 1191 

seharusnya mencapai Rp 5.598.750.000,-.  

Akibat penjualan di bawah harga pasar tersebut, 

Penggugat I mengalami kerugian secara finansial. Selain 

itu, Para Penggugat tidak memperoleh informasi mengenai 

identitas pemenang lelang SHM Nomor 1191. Hal ini 

menimbulkan dugaan bahwa Tergugat I memiliki tujuan 

tertentu terhadap objek jaminan, padahal secara hukum 

objek tersebut masih merupakan milik Penggugat I, dan 

Tergugat I hanya berstatus sebagai pemegang Hak 

Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 Temntang Hak Tanggungan.  

Berdasarkan uraian tersebut, Para Penggugat menilai 

bahwa tindakan Tergugat I telah memenuhi unsur 

Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian yang 

nyata bagi Para Penggugat dan dilakukan tanpa memenuhi 

prinsip keterbukaan serta tidak berlandaskan pada 

ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, 

berdasarkan bukti-bukti autentik sesuai dengan ketentuan 
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Pasal 180 ayat (1) HIR, Para Penggugat mengajukan 

gugatan ini dengan harapan adanya putusan yang dapat 

dilaksanakan serta-merta meskipun terdapat upaya hukum 

banding atau kasasi. 

B. Gugatan 

1. Identitas Para Pihak 

Para Penggugat terdiri dari:  

Alex (disamarkan), seorang warga negara 

Indonesia, lahir di Demak pada tanggal xx xx xxxx,. Yang 

bersangkutan berprofesi sebagai wiraswasta dan 

berdomisili di Desa xxxxx, RT 01 RW 04, Kecamatan 

xxxxx, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Dalam 

perkara ini, Alex bertindak dalam kapasitasnya sebagai 

Direktur CV Utama (disamarkan), dan selanjutnya disebut 

sebagai Penggugat I.  

Alexa (disamarkan), seorang warga negara 

Indonesia, lahir di Demak pada tanggal xx xx xxxx. Ia 

berprofesi sebagai karyawan swasta dan bertempat tinggal 

di Desa xxxxx, RT 01 RW 04, Kecamatan xxxxx, 

Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Dalam perkara 

ini, yang bersangkutan bertindak selaku Komanditer CV 

Utama, berdasarkan perubahan Anggaran Dasar dalam 

Akta Nomor 92 tertanggal 29 Juni 2016, dan selanjutnya 

disebut sebagai Penggugat II. Dalam menjalankan hak 

hukumnya, Para Penggugat memberikan kuasa hukum 

kepada Agus Hermanto, S.H., seorang advokat dan/atau 

pengacara yang beralamat kantor di Jalan H.M. Subchan 
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ZE, Kelurahan Purwosari, RT 01 RW III Gang III, 

Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.  

Pemberian kuasa tersebut tertuang dalam Surat 

Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2023, yang telah 

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus 

dengan Register Nomor 5/Pdt/SK/2024/PN Kds tanggal 8 

Januari 2024. Oleh karena itu, dalam perkara ini, kedua 

individu tersebut selanjutnya disebut sebagai Para 

Penggugat.  

Melawan:  

Tergugat I PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk, suatu badan hukum perbankan yang berkedudukan di 

Jakarta, dalam perkara ini dikuasakan kepada PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kudus, yang 

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 66 KM 1, 

Nganguk, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, 

Provinsi Jawa Tengah.  

Tergugat I diwakili oleh para pejabat dan 

karyawan yang sah, yaitu:  

1) xxxx xxxx, Kepala Bagian Hukum PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Semarang.  

2) xxxxx xxxx xxxx, Relationship Manager Non-

Performing Loan (NPL) PT BRI Cabang Kudus.  

3) xxxxx xxx xxxx, Relationship Manager NPL PT BRI 

Cabang Kudus.  

4) xxxx xxx xxxx, Petugas Operasional Kredit PT BRI 

Cabang Kudus.  
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5) xxxx xxxx, Legal Officer PT BRI Kantor Wilayah 

Semarang.  

6) xxxx xxxx, Legal Officer PT BRI Kantor Wilayah 

Semarang.  

7) xxxx xxxx, Legal Officer PT BRI Kantor Wilayah 

Semarang.  

Pemberian kuasa kepada pihak-pihak tersebut 

didasarkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 

2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Kudus dengan Register Nomor 6/Pdt/SK/2024/PN 

Kds, dan dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai 

Tergugat I.  

Tergugat II Departemen Keuangan Republik 

Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

(DJKN), cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Semarang, yang beralamat di Jalan 

Imam Bonjol No. 1D, Kelurahan Dadapsari, Kecamatan 

Semarang Utara, Kota Semarang. Tergugat II dalam 

perkara ini diwakili oleh para pejabat dan pelaksana di 

lingkungan KPKNL Semarang, yaitu:  

1) xxxx xxxx, Kepala KPKNL Semarang.  

2) xxxx xxxx, Kepala Seksi Hukum dan Informasi 

KPKNL Semarang.  

3) xxxx xxxx, Pelaksana KPKNL Semarang.  

4) xxxx xxxx, Pelaksana KPKNL Semarang.  

5) xxxx xxxx, Pelaksana KPKNL Semarang.  

6) xxxx xxxx, Pelaksana KPKNL Semarang.  

7) xxxx xxxx, Pelaksana KPKNL Semarang.  
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8) xxxx xxxx, Pelaksana KPKNL Semarang.  

Dengan demikian, Tergugat II bertindak dalam 

kapasitasnya sebagai institusi pelaksana lelang negara 

yang berkewajiban menjalankan tugas pelelangan atas 

objek jaminan berdasarkan permintaan kreditur negara 

atau lembaga keuangan milik negara. 

2. Duduk Perkara  

Para Penggugat, yang dalam hal ini berstatus 

sebagai debitur, telah mengajukan gugatan perdata melalui 

surat tertanggal 15 Desember 2023 yang didaftarkan pada 

28 Desember 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Kudus. Gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 

67/Pdt.G/2023/PN Kds. Dalam gugatannya, Para 

Penggugat menguraikan bahwa mereka telah memperoleh 

fasilitas kredit dari Tergugat I, yang merupakan sebuah 

bank, berdasarkan Surat Perjanjian Kredit sebagaimana 

dituangkan dalam Akta Notariil Nomor 01 tanggal 1 Mei 

2023 yang dibuat di hadapan Notaris Lianty Achwas, S.H., 

yang berkedudukan di Kudus. Plafond pinjaman yang 

diberikan berjumlah Rp4.100.000.000,00 (empat miliar 

seratus juta rupiah) yang terdiri dari dua bagian: 

Rp1.900.000.000,00 dalam bentuk kredit distributor 

financing dan Rp2.200.000.000,00 dalam bentuk Kredit 

Modal Kerja (KMK).  

Sebagai jaminan atas fasilitas kredit tersebut, Para 

Penggugat menyerahkan empat Sertifikat Hak Milik 

(SHM), yaitu:  
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(a) SHM No. 1191 seluas ±4.479 m² atas nama Drs. Alex 

yang berlokasi di Desa Bolorejo, Kecamatan 

Wonosalam, Kabupaten Demak; 

(b) SHM No. 708 seluas ±688 m² atas nama Alex; 

(c) SHM No. 1220 seluas ±847 m² atas nama Alex; dan  

(d) SHM No. 1290 seluas ±1.122 m² atas nama Drs. Alex.  

Seluruh aset tersebut berlokasi di wilayah yang sama. 

Fasilitas kredit yang diperoleh Para Penggugat digunakan 

untuk pengembangan usaha mereka sebagai distributor 

pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Demak. 

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, usaha tersebut 

mengalami kemunduran yang signifikan. Terlebih, 

pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun 2020 

menyebabkan pembatasan aktivitas masyarakat melalui 

kebijakan PPKM, sehingga menurunkan daya beli 

masyarakat secara drastis. Dalam situasi tersebut, Tergugat 

I diduga melakukan langkah sepihak dengan 

mengumumkan rencana pelelangan terhadap objek 

jaminan kredit tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada 

Para Penggugat.  

Para Penggugat pertama kali mengetahui hal ini 

melalui pesan singkat yang dikirim oleh pegawai bank, 

berupa foto pengumuman lelang dari sebuah surat kabar 

harian, yang menyatakan bahwa lelang akan dilaksanakan 

pada 10 November 2023. Menanggapi hal tersebut, Para 

Penggugat mengajukan surat permohonan penangguhan 

lelang kepada Tergugat I melalui surat No. 

021/WAU/VII/2023 tertanggal 18 Juli 2023, yang diterima 
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pada 24 Juli 2023. Namun, Tergugat I merespons dengan 

menolak permohonan tersebut melalui surat No. 

B.2709/KC-VIII/ADK/07/2023 dan tetap berencana 

melanjutkan proses lelang melalui Tergugat II, yang dalam 

hal ini adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL).  

Hal ini ditegaskan kembali oleh Tergugat I dalam surat 

No. B.3102/KC-VIII/ADK/08/2023 tertanggal 22 Agustus 

2023. Karena upaya permohonan kepada pihak bank tidak 

membuahkan hasil, Para Penggugat kemudian mengadu 

kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat 

tertanggal 18 Juli 2023. OJK membalas dengan surat No. 

SR-232/KR.0301/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang pada 

intinya mengembalikan penyelesaian kepada pihak 

Tergugat I. Dengan demikian, permohonan penangguhan 

lelang tidak mendapatkan respons substantif dan 

mengalami jalan buntu.  

Dari keempat sertifikat yang dijaminkan, dua di 

antaranya telah dilelang, yakni:  

(1) SHM No. 708 yang dilelang pada 16 September 2021 

dan laku dengan harga Rp130.000.000,00; dan 

(2) SHM No. 1191 yang telah dilelang sebanyak tiga kali 

dan akhirnya terjual pada lelang ketiga dengan harga 

Rp3.150.000.000,00.  

Namun, Para Penggugat menyatakan bahwa proses 

lelang tersebut cacat secara formil karena tidak adanya 

pemberitahuan resmi sebelumnya. Informasi mengenai 

lelang justru diperoleh dari media cetak, bukan melalui 
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pemberitahuan langsung dari Tergugat I. Selain itu, Para 

Penggugat juga menyoroti aspek harga limit yang 

ditetapkan dalam lelang, yang dinilai tidak sesuai dengan 

ketentuan dalam Keputusan Bupati Demak Nomor 

971/345 Tahun 2021.  

Keputusan tersebut menyebutkan bahwa harga pasar 

tanah di Desa Botorejo adalah sebesar Rp1.750.000,00/m². 

Kalaupun harga tersebut diturunkan menjadi 

Rp1.250.000,00/m² pada pelelangan ketiga, maka nilai jual 

tanah tersebut seharusnya mencapai Rp5.598.750.000,00. 

Artinya, hasil lelang senilai Rp3.150.000.000,00 berada 

jauh di bawah nilai pasar yang wajar, sehingga Para 

Penggugat, khususnya Alex sebagai pemilik SHM No. 

1191, mengalami kerugian finansial yang signifikan.  

Proses lelang tersebut juga tidak diiringi dengan 

penilaian dari pihak penilai independen (appraisal), dan 

Para Penggugat tidak mendapatkan informasi tentang 

siapa pihak yang memenangkan lelang. Padahal, secara 

hukum, objek jaminan masih merupakan milik Penggugat 

I sampai hak kepemilikannya secara sah berpindah tangan. 

Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, bank selaku kreditor 

hanya memiliki hak jaminan atas objek tanah tersebut. 

Oleh karena tidak diberitahukannya identitas pemenang 

lelang, Para Penggugat mencurigai adanya maksud 

tersembunyi dari pihak Tergugat I terhadap objek jaminan 

kredit tersebut.  
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Hal ini memperkuat dugaan bahwa Tergugat I telah 

melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yakni suatu 

perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan 

kerugian kepada orang lain, yang mewajibkan pihak 

pelaku untuk mengganti kerugian yang timbul. Gugatan ini 

didasarkan atas bukti-bukti autentik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, sehingga Para 

Penggugat memohon kepada Pengadilan agar perkara ini 

dapat diperiksa dan diputus dengan putusan yang dapat 

dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya 

hukum lanjutan berupa banding atau kasasi. 

3. Isi Gugatan 

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum serta 

argumentasi yuridis sebagaimana telah dikemukakan 

sebelumnya, Para Penggugat, dengan ini memohon kepada 

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini 

di Pengadilan Negeri Kudus untuk memberikan putusan 

sebagai berikut:  

a. Secara Primair 

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk 

seluruhnya, mengingat dalil-dalil yang telah 

disampaikan didukung oleh bukti-bukti autentik dan 

pertimbangan hukum yang sah. Menyatakan bahwa 

Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan 

melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu dengan 
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melakukan pelelangan objek jaminan kredit tanpa 

melalui prosedur hukum yang benar, sehingga 

mengakibatkan kerugian nyata dan langsung kepada 

Para Penggugat. Menyatakan bahwa proses lelang 

yang dilaksanakan oleh Tergugat I melalui perantara 

Tergugat II pada tanggal 26 Juli 2023 adalah batal 

demi hukum, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat karena cacat 

formil, baik dalam hal prosedur pelaksanaan lelang 

maupun dalam penetapan nilai limit yang tidak sesuai 

dengan ketentuan harga pasar yang berlaku. 

Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat 

dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta 

(uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terhadapnya 

mungkin diajukan upaya hukum banding ataupun 

kasasi, dengan mempertimbangkan urgensi dan 

potensi kerugian yang terus berlanjut di pihak Para 

Penggugat. Menghukum Para Tergugat secara 

tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya 

perkara yang timbul dalam proses pemeriksaan dan 

penyelesaian perkara ini.  

b. Secara Subsidiair 

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para 

Penggugat memohon agar Majelis Hakim berkenan 

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et 

bono) sesuai dengan prinsip keadilan, kepatutan, dan 

kepastian hukum. 
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C. Pertimbangan Hakim 

1. Pertimbangan Hakim terhadap Eksepsi Obscuur Libel 

dan Kompetensi Absolut 

Dalam tahap awal pemeriksaan perkara, Tergugat 

mengajukan dua bentuk eksepsi, yaitu eksepsi obscuur 

libel dan eksepsi terkait kompetensi absolut Pengadilan 

Negeri. Dalam eksepsi obscuur libel, Tergugat 

mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat 

tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam 

hukum acara perdata karena dianggap kabur dan tidak 

merinci secara konkret pokok persoalan hukum yang 

disengketakan. Namun, setelah dilakukan analisis secara 

menyeluruh terhadap surat gugatan yang diajukan, Majelis 

Hakim menemukan bahwa Penggugat telah menyusun 

gugatan dengan sistematika dan uraian yang jelas.  

Gugatan tersebut telah menjelaskan secara 

terstruktur hubungan hukum antara Penggugat dan 

Tergugat, yakni dalam bentuk perjanjian kredit dengan 

jaminan hak tanggungan, serta memuat uraian tentang 

dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan 

akibat kerugian yang ditimbulkan darinya. Seluruh elemen 

utama dalam suatu gugatan perdata, seperti posita (dasar 

gugatan) dan petitum (tuntutan hukum), telah dijabarkan 

secara rinci dan saling berkaitan secara logis. Oleh karena 

itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan yang 

diajukan Penggugat tidak bersifat obscuur libel dan telah 
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memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) RV tentang kejelasan 

gugatan.  

Eksepsi obscuur libel dinyatakan tidak berdasar 

dan ditolak. Selain itu, Tergugat juga mengajukan eksepsi 

mengenai kompetensi absolut, dengan alasan bahwa objek 

gugatan berkaitan dengan pelaksanaan lelang yang, 

menurutnya, menjadi ranah peradilan Tata Usaha Negara. 

Namun, setelah mempertimbangkan substansi perkara, 

Majelis Hakim menegaskan bahwa inti sengketa terletak 

pada dugaan wanprestasi atas perjanjian kredit antara para 

pihak, yang merupakan hubungan hukum perdata. 

Pelaksanaan lelang hanyalah bentuk konsekuensi hukum 

dari wanprestasi tersebut, bukan inti perkara. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 118 Herziene Indonesisch Reglement 

(HIR), yang mengatur kompetensi absolut peradilan umum 

dalam perkara perdata, maka eksepsi mengenai 

kewenangan absolut ini juga ditolak oleh Majelis Hakim 

karena tidak memiliki dasar hukum yang memadai. 

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Pembuktian Unsur 

Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit 

Dalam proses pembuktian di persidangan, Majelis 

Hakim menemukan bahwa terdapat hubungan hukum yang 

sah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana 

dibuktikan dengan akta otentik berupa perjanjian kredit 

yang dibuat di hadapan notaris. Perjanjian tersebut 

memuat secara tegas kewajiban Penggugat sebagai debitur 

untuk mengembalikan pinjaman pokok beserta bunga 

dalam jangka waktu yang telah disepakati. Namun, 
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berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang diungkapkan di 

persidangan, diketahui bahwa sejak tahun 2020, 

Penggugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban 

pembayaran cicilan sesuai jadwal yang telah ditentukan.  

Penggugat tidak menyampaikan sanggahan atau 

bantahan hukum yang substansial terhadap bukti-bukti 

tersebut. Tidak terdapat pembelaan hukum yang dapat 

membebaskan Penggugat dari tanggung jawab atau 

menjelaskan adanya keadaan memaksa (overmacht) yang 

sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa 

terjadi wanprestasi yang nyata dari pihak Penggugat dalam 

pelaksanaan perjanjian kredit tersebut, dan secara hukum 

hal ini memberikan konsekuensi pada tindakan eksekusi 

terhadap objek jaminan. 

3. Pertimbangan Hakim Terhadap Legalitas Eksekusi 

Lelang Objek Hak Tanggungan 

Sehubungan dengan tindakan eksekusi atas objek 

jaminan, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat 

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan. Ketentuan tersebut secara eksplisit 

memberikan kewenangan kepada kreditur pemegang hak 

tanggungan pertama untuk menjual objek jaminan melalui 

pelelangan umum apabila debitur terbukti melakukan 

wanprestasi. Dalam menjalankan eksekusi tersebut, 

Tergugat telah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai lembaga 

yang berwenang menyelenggarakan pelelangan negara.  



79 

 

 
 

Majelis Hakim menemukan bahwa proses lelang telah 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, 

termasuk kewajiban pemberitahuan dan publikasi lelang 

kepada publik yang menjadi prasyarat sahnya eksekusi. 

Terhadap dalil yang diajukan Penggugat mengenai adanya 

cacat hukum dalam pelaksanaan lelang, Majelis tidak 

menemukan adanya pelanggaran, baik dalam aspek 

prosedural (formil) maupun substansial (materiil), yang 

dapat menimbulkan ketidakabsahan tindakan lelang 

tersebut. Tidak terdapat alat bukti yang memadai yang 

dapat membuktikan bahwa lelang dilaksanakan secara 

tidak sah, manipulatif, atau bertentangan dengan peraturan 

yang berlaku.  

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, 

argumentasi Penggugat mengenai cacat hukum dalam 

pelaksanaan lelang dianggap tidak berdasar dan tidak 

dapat diterima. Sebaliknya, tindakan eksekusi oleh 

Tergugat dinyatakan sah menurut hukum, sehingga dalil 

keberatan yang diajukan Penggugat sepenuhnya ditolak. 

D. Amar Putusan 

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan 

hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dalam tahap 

eksepsi, pengadilan menyatakan bahwa seluruh eksepsi 

yang diajukan oleh Para Tergugat tidak dapat diterima 

karena tidak didukung oleh dasar hukum yang memadai. 

Oleh karena itu, eksepsi tersebut ditolak. 
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Selanjutnya, dalam pokok perkara, Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para 

Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan 

tidak terbukti secara meyakinkan menurut hukum. Dengan 

demikian, gugatan tersebut ditolak seluruhnya. 

Sebagai konsekuensi hukum dari ditolaknya gugatan, 

pengadilan menetapkan bahwa seluruh biaya perkara 

dibebankan kepada Para Penggugat secara tanggung 

renteng, dengan jumlah yang ditetapkan sebesar 

Rp287.500,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima 

ratus rupiah). 
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BAB IV 

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN LELANG 

OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM PUTUSAN 

NOMOR 67/Pdt.G/2023/PN Kds  

 

A. Pelaksanaan Lelang Objek Hak Tanggungan Dalam 

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Kds 

Sengketa dalam Putusan Nomor 

67/Pdt.G/2023/PN Kds bermula dari pemberian fasilitas 

kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada CV.  

Abadi Utama dengan agunan empat Sertifikat Hak Milik 

(SHM). Kredit tersebut kemudian mengalami wanprestasi 

akibat kegagalan usaha debitur dan dampak pandemi 

Covid-19. Sebagai tindak lanjut, BRI mengajukan lelang 

melalui KPKNL atas objek hak tanggungan. Lelang ini 

dipersoalkan oleh penggugat yang menilai adanya 

pelanggaran prosedur dan kerugian finansial. 

Permasalahan utama terletak pada sah atau tidaknya 

pelaksanaan lelang oleh bank sebagai kreditur.72 

Dari sisi penggugat, Alex dan Alexa menyatakan 

bahwa pelelangan terhadap SHM No. 1191 dan SHM No. 

708 dilakukan tanpa pemberitahuan yang layak. Mereka 

menilai bahwa informasi pelaksanaan lelang hanya 

diterima melalui foto pengumuman di surat kabar, bukan 

surat resmi dari pihak bank. Hal ini dianggap melanggar 

 
72 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Kds 
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asas transparansi dan kepatutan dalam pelaksanaan lelang. 

Mereka juga menyampaikan permohonan penangguhan 

lelang yang tidak diakomodasi oleh bank. Penggugat 

menilai bahwa tindakan tergugat merupakan bentuk 

perbuatan melawan hukum (PMH). Penggugat juga 

mempermasalahkan harga lelang yang ditetapkan di bawah 

nilai pasar berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 

971/345 Tahun 2021. Berdasarkan NJOP tersebut, 

seharusnya nilai lahan mencapai Rp 5,5 miliar, sedangkan 

SHM No. 1191 dilelang dengan nilai limit Rp 3,15 miliar. 

Penggugat berargumen bahwa hal ini menimbulkan 

kerugian signifikan bagi pemilik jaminan. Mereka menilai 

bahwa bank seharusnya menetapkan harga limit yang 

mencerminkan nilai riil pasar, bukan sekadar melunasi 

piutang. Penetapan nilai yang rendah dianggap menyalahi 

prinsip keadilan. 73 

Penggugat menyatakan bahwa tidak adanya 

appraisal independen dalam menentukan nilai limit 

merupakan bentuk pelanggaran administratif. Mereka 

menganggap bahwa lelang dilakukan secara terburu-buru 

dan tidak memperhatikan perlindungan hak pemilik 

agunan. Informasi mengenai pemenang lelang pun tidak 

dibuka kepada penggugat, sehingga menimbulkan 

kecurigaan adanya niat tersembunyi dari pihak bank. Hal 

ini dijadikan dasar penggugat untuk mendalilkan adanya 

 
73 Taufik Pandan Winoto, “Rekonstruksi Regulasi Lelang Eksekusi 

Jaminan Hak Tanggungan Berbasis Nilai Keadilan”. Disertation Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang, (2025). 
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itikad tidak baik dari pihak tergugat. Dalil-dalil ini 

kemudian dikonstruksikan sebagai tindakan PMH 

berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.74 

Dari sisi tergugat, PT BRI menyampaikan bahwa 

pelaksanaan lelang sudah mengikuti ketentuan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 

Mereka menjelaskan bahwa hak untuk menjual objek 

agunan melalui pelelangan umum merupakan bentuk 

parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUHT. 

Tindakan ini diambil setelah adanya wanprestasi sejak 

jatuh tempo pinjaman tahun 2019. Pihak bank telah 

mengirimkan tiga kali surat peringatan pada tahun 2018 

yang tidak direspons positif oleh debitur. Oleh karena itu, 

bank menggunakan hak hukum yang dimilikinya untuk 

mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL.  

Pelaksanaan lelang, tergugat menyampaikan 

bahwa nilai limit ditentukan berdasarkan Laporan 

Penilaian Jaminan internal bank tertanggal 16 Februari 

2023. Dalam laporan tersebut, nilai pasar tanah ditaksir 

sebesar Rp 3,35 miliar, dan nilai likuidasi sebesar Rp 3,02 

miliar. Nilai limit yang ditetapkan sebesar Rp 3,15 miliar 

justru melebihi nilai likuidasi, sehingga dianggap wajar 

dan proporsional. Menurut PMK No. 213/PMK.06/2020, 

bank sebagai penjual diperbolehkan menetapkan nilai limit 

berdasarkan harga perkiraan sendiri tanpa kewajiban 

 
74 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Kds. 
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appraisal jika nilai di bawah Rp5 miliar. Maka, tidak 

terdapat pelanggaran regulatif dalam penentuan nilai. 

Tergugat juga menjelaskan bahwa pengumuman 

lelang telah dilakukan melalui surat kabar harian dan 

selebaran yang disebarluaskan sesuai prosedur. Surat 

pemberitahuan pelaksanaan lelang juga telah dikirimkan 

kepada debitur dan pemilik jaminan, yakni melalui surat 

resmi tertanggal 16 Oktober 2023. Selain itu, KPKNL 

menerbitkan Surat Penetapan Lelang No. S-

6626/KNL.0901/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang 

menjadi dasar hukum pelaksanaan lelang. Tindakan ini 

memperlihatkan bahwa pelaksanaan lelang telah 

memenuhi unsur administratif. Tidak ada unsur 

kesengajaan atau itikad buruk sebagaimana dituduhkan 

oleh penggugat. 

Terkait keberatan penggugat mengenai tidak 

diketahuinya identitas pemenang lelang, pihak tergugat 

menegaskan bahwa tidak ada kewajiban hukum untuk 

menginformasikan hal tersebut kepada debitur. 

Berdasarkan aturan lelang, identitas pemenang tercatat 

dalam risalah lelang yang dikelola oleh KPKNL sebagai 

dokumen resmi negara. Dalam kasus ini, pemenang lelang 

atas SHM No. 1191 adalah Soewito, sebagaimana 

tercantum dalam Risalah Lelang No. 1806/37/2023. Hak 

milik kemudian berpindah ke tangan pembeli secara sah 

berdasarkan hukum. Oleh karena itu, tidak ada indikasi 

penutupan informasi yang melawan hukum.  
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Tergugat menegaskan bahwa seluruh proses 

eksekusi dilakukan setelah upaya persuasif berupa 

peringatan, negosiasi, dan penundaan pembayaran telah 

gagal. Bahkan, pengajuan lelang dilakukan sebanyak lima 

kali dari tahun 2019 hingga 2023. Fakta ini menunjukkan 

bahwa bank tidak bertindak gegabah, melainkan 

berdasarkan prinsip kehati-hatian. Wanprestasi yang 

berlangsung lama tanpa penyelesaian dianggap telah 

menjustifikasi pelaksanaan parate eksekusi. Maka dari itu, 

dalil penggugat mengenai pelanggaran prosedural dinilai 

tidak berdasar. Dalam eksepsinya, tergugat menilai 

gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal karena 

kurang pihak (plurium litis consortium). Menurut mereka, 

pihak PPAT, Kantor Pertanahan, dan pemenang lelang 

seharusnya turut digugat karena memiliki keterkaitan 

langsung dengan objek perkara. Selain itu, perubahan 

struktur CV Wahyu Abadi Utama yang melibatkan 

komanditer baru (Nurmalia) juga tidak disertakan dalam 

gugatan. Hal ini dianggap membuat gugatan tidak lengkap 

dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi 

hukum. Maka dari itu, tergugat meminta agar gugatan 

dinyatakan tidak dapat diterima. 

Selain eksepsi kekurangan pihak, tergugat juga 

menyatakan bahwa gugatan penggugat bersifat kabur atau 

obscuur libel. Gugatan dinilai tidak menjelaskan secara 

sistematis unsur-unsur perbuatan melawan hukum 



86 

 

 
 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.75 

Menurut tergugat, penggugat hanya menyampaikan 

pendapat dan kecurigaan subjektif tanpa dasar normatif 

dan argumentasi yuridis yang memadai. Gugatan tersebut 

tidak menjelaskan secara eksplisit hubungan kausal antara 

perbuatan tergugat dan kerugian yang dialami penggugat. 

Oleh karena itu, gugatan dianggap cacat formil dan tidak 

layak untuk dipertimbangkan secara materiil. 

Tergugat I juga menyatakan bahwa sebagai 

pemegang hak tanggungan, mereka memiliki hak preferen 

yang diatur dalam Pasal 6 UUHT. Hak ini memberikan 

kewenangan penuh kepada kreditur untuk melakukan 

penjualan objek agunan tanpa perlu melalui putusan 

pengadilan, selama syarat wanprestasi terpenuhi. Dalam 

hal ini, debitur tidak menunjukkan itikad baik selama 

bertahun-tahun untuk menyelesaikan kredit. Hakim dalam 

pertimbangannya mengakui kedudukan preferen ini 

sebagai bagian dari kepastian hukum. Oleh karena itu, 

tindakan BRI dianggap sah secara hukum sepanjang 

dilakukan dalam kerangka peraturan yang berlaku. Dalam 

proses pembuktian, penggugat mengajukan sejumlah 

dokumen termasuk surat permohonan penangguhan lelang 

dan surat pengaduan ke OJK. Namun, dokumen tersebut 

tidak cukup kuat untuk menggugurkan legitimasi 

pelaksanaan lelang. Tanggapan OJK pun hanya bersifat 

 
75 Irene Svinarky, Bagian penting yang perlu diketahui dalam hukum 

acara perdata di Indonesia. CV Batam Publisher, (2019). 
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normatif, mengembalikan penyelesaian kepada pihak 

bank. Tidak ditemukan bukti bahwa bank telah melakukan 

pelanggaran administratif berat. Hal ini memperkuat 

argumen tergugat bahwa seluruh prosedur lelang telah 

dijalankan sesuai ketentuan. 76 

Pengadilan juga mencermati bahwa pelaksanaan 

lelang atas SHM No. 708 dan 1191 telah melalui tahapan 

yang sah. SHM No. 708 telah dilelang pada tahun 2021, 

dan SHM No. 1191 dilelang tiga kali sebelum akhirnya 

laku. Fakta bahwa pelelangan dilakukan beberapa kali 

membuktikan bahwa proses ini bukan tindakan tergesa-

gesa. Penetapan nilai limit pun dilakukan dengan 

mempertimbangkan nilai likuidasi properti sesuai laporan 

internal bank. Oleh karenanya, tuduhan bahwa lelang 

dilakukan secara semena-mena tidak terbukti secara 

faktual.  

Aspek penetapan nilai, tergugat mendasarkan nilai 

limit pada laporan penilaian internal yang menyebutkan 

nilai pasar Rp 3,35 miliar dan nilai likuidasi Rp 3,02 miliar. 

Nilai limit lelang sebesar Rp 3,15 miliar berada di antara 

keduanya. Berdasarkan PMK No. 213/PMK.06/2020, nilai 

limit bisa ditentukan oleh pihak penjual jika tidak melebihi 

Rp 5 miliar, tanpa kewajiban appraisal independen. Hal ini 

menunjukkan bahwa bank berada dalam koridor hukum 

 
76 Endratno, “Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui 

Aplikasi E-Auction (Penawaran Lelang Tanpa Kehadiran Peserta Lelang) Di 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekanbaru”. Disertation 

Universitas Islam Riau, (2019). 
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saat menentukan harga dasar. Oleh sebab itu, gugatan 

mengenai nilai lelang yang dianggap di bawah pasar tidak 

berdasar hukum. 

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa 

pemenang lelang telah ditetapkan secara sah oleh KPKNL 

dan memperoleh hak atas objek lelang. Tidak ditemukan 

pelanggaran administratif dalam pelaksanaan lelang oleh 

KPKNL sebagai badan lelang negara. Hakim menyatakan 

bahwa para pemenang lelang merupakan pihak ketiga yang 

beritikad baik, dan tidak dapat dikorbankan karena 

kekeliruan penggugat dalam menyusun gugatan. Oleh 

karena itu, tidak ada dasar hukum untuk membatalkan 

lelang atau mencabut hak milik pemenang lelang. Dalam 

pertimbangannya, hakim menilai bahwa penggugat gagal 

membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan 

hukum, terutama unsur kesalahan (schuld) dan hubungan 

kausal antara perbuatan tergugat dan kerugian. Tidak 

ditemukan pelanggaran terhadap hak penggugat yang 

dilakukan secara sengaja atau lalai. Sebaliknya, tergugat 

terbukti telah mengikuti tahapan prosedural mulai dari 

pemberitahuan, penilaian nilai limit, hingga pelaksanaan 

lelang. Hakim menyatakan bahwa tidak terdapat dasar 

hukum untuk menyatakan tergugat telah melakukan 

PMH.77 

 
77 Muhammad Rizqy Putra, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas 

Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia." (2021).  
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Terkait permohonan penggugat agar putusan 

dinyatakan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad), hakim 

menolaknya dengan merujuk pada SEMA No. 3 Tahun 

2000. Menurut ketentuan tersebut, putusan serta-merta 

hanya dapat dijatuhkan dalam perkara berdasarkan bukti 

autentik atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Dalam perkara ini, dasar penggugat hanya berupa 

dokumen peringatan dan permohonan penangguhan, 

bukan akta otentik yang sah. Maka, permintaan agar 

putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu tidak dapat 

dikabulkan. Pada akhirnya, majelis hakim menyatakan 

menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Hakim 

menegaskan bahwa pelaksanaan lelang telah memenuhi 

prinsip legalitas, kehati-hatian, dan transparansi sesuai 

peraturan yang berlaku. Gugatan penggugat tidak memiliki 

dasar hukum yang kuat dan disusun dengan cara yang tidak 

sistematis. Majelis juga menyatakan bahwa tergugat 

sebagai pemegang hak tanggungan memiliki hak preferen 

yang dijamin undang-undang. Maka, pelaksanaan lelang 

dinyatakan sah dan tidak cacat hukum. 

Putusan ini memberikan preseden penting 

mengenai sahnya pelaksanaan parate eksekusi dalam 

konteks wanprestasi yang berlarut-larut. Pengadilan 

menegaskan pentingnya pihak debitur untuk bersikap 

kooperatif dalam penyelesaian utang, karena 

ketidakpatuhan dapat berujung pada eksekusi jaminan 

yang sah. Selain itu, penggugat diingatkan bahwa 

pelaksanaan hak tanggungan tunduk pada UUHT, bukan 
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semata-mata pada keinginan subyektif debitur. Kejelasan 

dokumen, kesesuaian prosedur, dan dasar hukum yang 

kuat menjadi kunci pembelaan tergugat. Kasus ini 

mengingatkan semua pihak bahwa proses lelang hak 

tanggungan memerlukan dokumentasi yang lengkap dan 

komunikasi yang proporsional. Namun tidak semua bentuk 

ketidaksenangan debitur atas hasil lelang dapat 

dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Gugatan 

tanpa dasar yang kuat hanya akan membuang waktu dan 

sumber daya hukum. Baik kreditur maupun debitur harus 

memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks 

jaminan kebendaan. Sengketa seperti ini memperlihatkan 

pentingnya edukasi hukum dalam transaksi keuangan.78 

B. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Lelang Objek Hak 

Tanggungan Dalam Putusan Nomor 

67/Pdt.G/2023/PN Kds 

1. Kedudukan Hukum Kreditur sebagai Pemegang Hak 

Eksekutorial atas Objek Hak Tanggungan Putusan 

Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Kds Berdasarkan Undang-

Undang 

a. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta 

Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah 

 
78 Yudi Rachmadsyah. “Tinjauan Hukum Lelang Eksekusi Jaminan Hak 

Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Perkara Nomor 16/Pdt. 

G/2019/Pn. Tgl)”. Disertation, Universitas Pancasakti Tegal, (2020).  



91 

 

 
 

Pelaksanaan lelang atas objek hak tanggungan 

dalam perkara Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN 

Kds pada dasarnya merupakan wujud konkret dari 

hak eksekusi yang diatur dalam Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan. Berikut bunyi Pasal 6 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 

Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan 

Tanah: 

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak 

Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual 

obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri 

melalui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan 

tersebut.”79  

Pasal tersebut memberikan kewenangan 

eksekutorial kepada kreditur (pemegang hak 

tanggungan pertama) untuk menjual objek jaminan 

secara langsung melalui pelelangan umum apabila 

debitur wanprestasi atau cedera janji, tanpa perlu 

melalui proses peradilan. Maksudnya, apabila debitur 

tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya 

sesuai perjanjian, maka kreditur dapat mengajukan 

permohonan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) dan menjual objek 

 
79 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah 
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jaminan (biasanya berupa tanah dan bangunan) untuk 

melunasi piutangnya.80 Hasil penjualan lelang 

tersebut akan digunakan untuk membayar utang 

debitur, dan jika ada kelebihan, sisa dana 

dikembalikan kepada debitur. Ketentuan ini 

memberikan jaminan kepastian hukum dan 

perlindungan hak bagi kreditur, sekaligus tetap 

mengharuskan pelaksanaan yang sesuai dengan 

ketentuan normatif agar tidak melanggar hak 

debitur.81 Pasal tersebut memberikan kewenangan 

kepada kreditur pemegang hak tanggungan pertama 

untuk menjual objek jaminan atas kekuasaannya 

sendiri melalui pelelangan umum tanpa memerlukan 

putusan pengadilan, apabila debitur melakukan 

wanprestasi. Dalam perkara ini, PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk sebagai kreditur telah 

mengeksekusi jaminan berupa SHM No. 1191 setelah 

debitur tidak memenuhi kewajibannya.  

Proses lelang yang diajukan ke KPKNL 

Semarang merupakan bentuk pelaksanaan parate 

eksekusi sebagaimana diatur oleh undang-undang. 

Oleh karena itu, tindakan kreditur berada dalam 

kerangka hukum yang sah sejauh memenuhi 

 
80 Suwarjono, Agus, Niru Anita Sinaga, And Sudarto Sudarto. "Keabsahan 

Risalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tidak Memiliki Kekuatan 

Hukum." Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains 12.2 (2023). 
81 Pratama, Wahyu. Tinjauan Hukum Tentang Sertifikat Hak Tanggungan 

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Diss. Tadulako University, 

(2016). 
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persyaratan administratif dan prosedural. Fakta 

dalam persidangan menunjukkan bahwa debitur telah 

menerima peringatan sejak 2018 dan tidak 

menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan 

kewajiban. Kreditur kemudian menggunakan haknya 

berdasarkan UUHT untuk menjual objek jaminan 

melalui lelang. Eksekusi dilakukan terhadap jaminan 

berupa tanah yang sah dibebani hak tanggungan, 

sehingga tidak bertentangan dengan hukum. Dalam 

pertimbangannya, majelis hakim mengakui bahwa 

hak eksekusi melalui parate eksekusi ini tidak dapat 

dipersalahkan selama dilakukan sesuai prosedur. Hal 

ini memperkuat legitimasi tindakan kreditur dalam 

menggunakan hak tanggungan sebagai instrumen 

hukum untuk menyelamatkan aset akibat wanprestasi 

debitur. 

b. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang 

Aspek prosedural pelaksanaan lelang dalam 

perkara ini juga harus dianalisis berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang. Peraturan ini merupakan landasan normatif 

bagi pelaksanaan teknis lelang oleh KPKNL, mulai 

dari penetapan nilai limit, pengumuman lelang, 

hingga penyusunan risalah lelang. Dalam perkara 

ini, pelelangan objek SHM No. 1191 telah 
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diumumkan melalui media cetak dan laman resmi 

DJKN, serta dilakukan penetapan nilai limit sebesar 

Rp3.150.000.000 berdasarkan laporan penilaian 

internal bank. 82  

Menurut Pasal 49 PMK 213/2020, nilai limit 

di bawah Rp5 miliar dapat ditentukan tanpa 

appraisal eksternal, selama berdasarkan data yang 

dapat dipertanggungjawabkan, yang dalam perkara 

ini telah dipenuhi. Proses lelang yang dilakukan oleh 

KPKNL telah menghasilkan risalah lelang sah yang 

menjadi dasar hukum penetapan pemenang lelang. 

Tidak ditemukan adanya pelanggaran prosedural 

dalam tahapan administratif sebagaimana diatur 

dalam PMK tersebut. Secara normatif, pelaksanaan 

lelang telah memenuhi prinsip akuntabilitas, 

transparansi, dan kepastian hukum sebagaimana 

mandat peraturan ini. 83  

Keberatan penggugat atas harga dan proses 

lelang dinilai tidak berdasar karena tidak 

menunjukkan adanya cacat hukum dalam proses 

administratif. Maka, pelelangan yang dilakukan 

dalam perkara ini memiliki validitas hukum yang 

kuat menurut regulasi pelaksana. 

 
82 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang 
83 Fitriana, Ayu. "Mitigasi Risiko Penyelenggaraan Lelang Eksekusi Hak 

Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang 

Padang." Unes Law Review 6.1 (2023): 626-639. 
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c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Dalam ranah hukum perdata, KUHPerdata 

memuat prinsip-prinsip yang menjamin keadilan 

prosedural bagi para pihak, terutama melalui asas 

audi et alteram partem, yakni hak untuk didengar. 

Dalam konteks lelang eksekusi jaminan, hal ini 

terwujud dalam kewajiban pemberitahuan kepada 

debitur sebelum lelang dilaksanakan.84 Dalam 

perkara ini, penggugat mengklaim bahwa tidak 

memperoleh pemberitahuan resmi mengenai 

pelaksanaan lelang. Namun, tergugat mampu 

membuktikan bahwa surat pemberitahuan tertulis 

telah dikirimkan pada 16 Oktober 2023, dan 

pengumuman lelang dilakukan pada 27 Oktober 

2023 di media massa. Ini menunjukkan bahwa hak 

debitur untuk mengetahui dan merespons 

pelaksanaan lelang telah difasilitasi sesuai asas 

keadilan prosedural.  

Dalam perspektif Pasal 1365 KUHPerdata, 

penggugat menuduh adanya perbuatan melawan 

hukum (PMH) dari pihak kreditur. Namun, gugatan 

ini tidak didukung dengan bukti adanya kesalahan 

(schuld) atau pelanggaran hukum secara nyata. 

 
84 Humaira, Fasha. Analisis Putusan Hakim No. 204/Pdt. G/2023/Ms. Bna 

Tentang Perkara Perlawanan Lelang Menurut Akad Musyārakah Mutanāqishah 

Ma’a Al-Ijārah. Diss. Uin Ar-Raniry Banda Aceh, (2024). 
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Majelis hakim menyatakan bahwa tindakan tergugat 

sah menurut UUHT dan PMK, serta tidak melanggar 

prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, dalil PMH 

tidak dapat dibuktikan secara hukum. Dengan 

demikian, pelaksanaan lelang tidak melanggar 

norma perdata, karena telah memenuhi prinsip 

legalitas dan memperhatikan asas perlindungan 

terhadap hak debitur. 

d. Menurut Peraturan Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN) 

Dalam ranah pertanahan, pelaksanaan lelang 

atas objek hak tanggungan tidak dapat dilepaskan 

dari ketentuan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Salah satu aspek vital dalam lelang adalah proses 

balik nama sertifikat ke atas nama pemenang lelang, 

yang hanya dapat dilakukan jika risalah lelang sah 

telah diterbitkan dan tidak terdapat sengketa atas 

objek.85  Dalam perkara ini, risalah lelang resmi 

diterbitkan oleh KPKNL Semarang (No. 

1806/37/2023), dan menjadi dasar hukum bagi 

pemindahan hak milik atas tanah dari penggugat 

kepada pemenang lelang, yaitu Soewito. Fakta ini 

 
85 Fadhlurrohman, M. Dani. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (Ptsl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Di Kabupaten Dompu." 

(2018). 
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memperlihatkan bahwa seluruh proses peralihan hak 

dilaksanakan sesuai dengan regulasi pertanahan 

yang berlaku.  

Jika terdapat kekeliruan atau pelanggaran 

prosedural dalam pelaksanaan lelang, kantor 

pertanahan memiliki kewenangan untuk menolak 

permohonan balik nama. Namun dalam perkara ini, 

proses tersebut telah berlangsung tanpa penolakan 

dari instansi pertanahan, yang menunjukkan tidak 

adanya pelanggaran formil.  

Hal ini membuktikan bahwa pelelangan tidak 

cacat hukum secara administratif dan telah 

memenuhi ketentuan dari ATR/BPN. Oleh karena 

itu, keberatan penggugat yang mendasarkan gugatan 

pada kerugian ekonomi akibat harga jual yang 

dianggap rendah tidak memiliki kekuatan hukum 

untuk membatalkan proses balik nama. Legalitas 

dan keabsahan lelang menjadi syarat mutlak bagi 

peralihan hak dalam sistem pertanahan nasional 

yang menjunjung asas kepastian hukum. 

2. Posisi Hukum Debitur sebagai Pihak Terlindungi 

dalam Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Putusan 

Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Kds Menurut Hukum 

Positif Indonesia  

Dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Kds, 

penggugat yang berstatus sebagai debitur 

mempersoalkan pelaksanaan lelang objek jaminan yang 
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dilakukan oleh pihak kreditur. Dalam konteks hukum 

positif Indonesia, debitur tetap memiliki kedudukan 

hukum yang dilindungi meskipun berada dalam posisi 

wanprestasi. Perlindungan hukum terhadap debitur 

tercermin dalam berbagai ketentuan normatif, mulai dari 

Undang-Undang Hak Tanggungan, peraturan 

pelaksanaan lelang, hingga prinsip keadilan perdata. 

Debitur bukan sekadar pihak yang menyerahkan agunan, 

tetapi juga pihak yang berhak atas perlakuan adil dalam 

proses eksekusi. Maka, penting untuk meninjau secara 

yuridis bagaimana posisi hukum debitur dijamin dalam 

sistem hukum Indonesia.86 

a. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta 

Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah 

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, kreditur 

diberikan kewenangan untuk menjual objek jaminan 

atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum 

apabila debitur cidera janji. Meskipun demikian, 

pelaksanaan parate eksekusi tersebut tetap harus 

dilaksanakan dengan memperhatikan asas kehati-

hatian, keterbukaan, dan perlindungan hak debitur. 

Undang-undang ini tidak menghilangkan hak 

 
86 Jannah, Farah Aura. "Praktik Pelaksanaan Lelang Online Tertutup 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK. 06/2020 Perspektif 

Hukum Islam di KPKNL Malang." Journal of Islamic Business Law 6.4 (2022). 
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debitur untuk mendapatkan pemberitahuan serta 

kesempatan menyelesaikan utangnya secara 

sukarela. Dalam konteks perkara ini, penggugat 

menyatakan tidak menerima informasi atau 

pemberitahuan yang layak sebelum pelaksanaan 

lelang. Maka, posisi debitur tetap diakui sebagai 

subjek hukum yang harus diberi ruang untuk 

membela kepentingannya.  

Pelaksanaan hak eksekusi yang diberikan 

kepada kreditur harus dibatasi oleh prinsip kepatutan 

dan keadilan. Ketika hak ini dijalankan tanpa 

memberitahukan debitur atau tanpa itikad baik, 

maka dapat menimbulkan pelanggaran terhadap asas 

due process of law. Hal ini penting untuk menjaga 

agar hak kreditur tidak disalahgunakan secara 

sewenang-wenang. Debitur berhak mengetahui 

status jaminannya, termasuk kapan dan dengan cara 

apa lelang akan dilakukan. Dalam perkara ini, 

penggugat merasa bahwa lelang dilakukan secara 

diam-diam dan hanya diketahui melalui media 

massa.87 

 

 

 
87 Sagala, Lasti Br. Perlindungan Hukum Bagi Bank (Kreditur) Atas 

Pengambilalihan Agunan Melalui Mekanisme Ayda (Agunan Yang Diambil Alih). 

Diss. Magister Kenotariatan, (2024). 
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b. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang 

Peraturan Menteri Keuangan No. 

213/PMK.06/2020 sebagai regulasi teknis 

pelaksanaan lelang negara menegaskan pentingnya 

prosedur formal sebagai jaminan legalitas. Salah 

satu tahapan penting dalam pelaksanaan lelang 

adalah pengumuman dan pemberitahuan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam perkara 

ini, meskipun tergugat menyatakan telah 

mengumumkan melalui media cetak, penggugat 

menilai tidak ada pemberitahuan personal. Hal ini 

menimbulkan persepsi bahwa hak informasi debitur 

diabaikan. Padahal dalam hukum administrasi, 

penyampaian informasi yang tepat merupakan 

bagian dari asas pelayanan publik.  

Debitur sebagai pihak yang menyerahkan 

objek jaminan memiliki hak moral dan hukum atas 

nilai dari objek tersebut. Dalam perkara ini, SHM 

No. 1191 dan aset lain yang dilelang dinilai memiliki 

nilai ekonomi yang lebih tinggi dari nilai limit yang 

ditetapkan. Penggugat mempersoalkan bahwa harga 

limit tidak berdasarkan appraisal independen dan 

berada di bawah harga pasar. Penetapan nilai limit 

yang tidak wajar dianggap merugikan penggugat 
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sebagai pemilik semula. Oleh sebab itu, posisi 

debitur sebagai pemilik aset harus diakui dan 

dihormati dalam mekanisme lelang. Penetapan nilai 

limit yang tidak transparan oleh kreditur tanpa 

melibatkan penilaian profesional memperlemah 

posisi debitur dalam memperoleh harga wajar dari 

asetnya. Dalam peraturan PMK, meskipun penjual 

diperbolehkan menetapkan nilai limit sendiri untuk 

aset di bawah Rp5 miliar, namun hal ini tetap harus 

didasarkan pada pertimbangan rasional dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam perkara ini, 

penggugat menilai tidak pernah memperoleh 

penjelasan atau akses terhadap dasar penilaian yang 

digunakan oleh bank. Maka, dari sisi debitur, 

terdapat ketimpangan informasi yang mencederai 

prinsip transparansi dan kewajaran.88 

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

KUHPerdata, khususnya dalam Pasal 1365, 

memberikan hak kepada siapa pun untuk menggugat 

atas dasar perbuatan melawan hukum 

(onrechtmatige daad) bila mengalami kerugian 

akibat tindakan pihak lain. Dalam perkara ini, 

penggugat menilai bahwa pelaksanaan lelang yang 

tidak memberinya pemberitahuan, dan dilakukan 

 
88 Fianinda, Marta. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas 

Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Dalam Perjanjian Fidusia. Diss. 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2024). 
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dengan nilai limit yang tidak wajar, merupakan 

bentuk PMH. Posisi debitur diperkuat karena 

kerugian yang dialami bukan semata akibat 

wanprestasi, melainkan karena prosedur eksekusi 

yang dianggap tidak adil. Debitur memiliki hak 

untuk menuntut ganti kerugian atas tindakan 

kreditur yang melanggar asas keadilan dan 

kepatutan.  

Asas audi et alteram partem (hak untuk 

didengar) merupakan asas fundamental dalam 

hukum perdata yang menjamin bahwa tidak ada 

pihak yang boleh dirugikan tanpa diberi kesempatan 

untuk menyampaikan pendapat. Dalam konteks 

pelaksanaan lelang, asas ini mengharuskan adanya 

notifikasi resmi dan kesempatan debitur untuk 

memberikan tanggapan. Penggugat dalam perkara 

ini menyatakan tidak diberikan waktu yang cukup 

untuk merespons atau mengambil langkah alternatif, 

seperti penjualan aset secara sukarela. Pelanggaran 

terhadap asas ini menjadikan posisi debitur secara 

yuridis berada dalam kondisi ketimpangan hukum. 

d. Menurut Peraturan Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN) 

Peraturan ATR/BPN turut mengatur bahwa 

proses balik nama hasil lelang hanya dapat 

dilakukan apabila tidak terdapat keberatan hukum 
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atau sengketa. Dalam perkara ini, penggugat 

menilai bahwa proses lelang masih menyisakan 

persoalan hukum yang belum diselesaikan, 

terutama berkaitan dengan nilai limit dan prosedur 

pemberitahuan. Maka, dari sisi debitur, posisi 

hukum mereka belum sepenuhnya 

dipertimbangkan dalam proses peralihan hak. Oleh 

sebab itu, debitur memiliki hak konstitusional 

untuk menolak atau memperkarakan balik nama 

apabila dasar lelang dianggap cacat hukum.  

Ketiadaan appraisal independen dalam 

penilaian objek lelang menempatkan debitur dalam 

posisi yang dirugikan secara ekonomi. Objek 

jaminan yang dilelang berada dalam nilai yang jauh 

lebih rendah dari nilai pasar menurut penggugat. 

Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan bahwa 

debitur tidak memperoleh perlindungan hukum 

terhadap nilai asetnya. Prinsip perlindungan 

terhadap pihak ekonomi lemah dalam sistem 

hukum Indonesia seharusnya menjamin agar 

tindakan eksekusi tidak menimbulkan ketimpangan 

ekstrem. Dalam konteks ini, debitur berperan 

sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi dari 

tindakan eksekusi yang tidak wajar.89 

 
89 Warda, Rafika Nurul, And KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN 

PENDIDIKAN TINGGI. Peralihan Hak Atas Tanah Ke Atas Nama Kreditur 

Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Putusan No. 21/Pdt. G/2016/Pn. Bla. Diss. 

Universitas Brawijaya, (2018). 
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Dalam doktrin hukum perdata, hak atas 

kekayaan pribadi termasuk tanah dan bangunan harus 

dihormati sebagai bagian dari hak asasi yang dijamin 

undang-undang. Tindakan yang menyebabkan 

hilangnya hak milik akibat lelang wajib dilaksanakan 

dengan asas proporsionalitas dan kepatutan. Debitur 

sebagai pihak yang menyerahkan jaminan tidak 

secara otomatis kehilangan perlindungan hukumnya 

ketika wanprestasi terjadi. Dalam perkara ini, 

penggugat merasa bahwa hak atas tanahnya dialihkan 

secara sepihak melalui lelang yang tidak adil secara 

prosedural. Maka, posisi hukum debitur tetap melekat 

hingga proses eksekusi dinyatakan sah secara materiil 

dan formil.  

Tindakan kreditur yang langsung menuju proses 

lelang tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan 

kepada debitur untuk menjual sendiri objek agunan 

juga menjadi titik keberatan penggugat. Dalam 

praktik perbankan, mekanisme penyelesaian utang 

secara sukarela oleh debitur merupakan bentuk itikad 

baik yang patut difasilitasi. Penggugat menilai bahwa 

permintaan waktu untuk menjual sendiri tanah 

tersebut diabaikan oleh bank. Hal ini menimbulkan 

kesan bahwa kreditur lebih mengutamakan 

penyelesaian sepihak ketimbang musyawarah. Posisi 

debitur sebagai pihak yang bersedia menyelesaikan 

secara damai tidak mendapat ruang yang cukup 

dalam perkara ini.  
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Dalam eksekusi hak tanggungan, PMK 

213/2020 memang tidak mengatur wajibnya appraisal 

independen untuk nilai limit di bawah Rp5 miliar. 

Namun, dari perspektif debitur, transparansi dan 

objektivitas nilai tetap menjadi dasar penting untuk 

memastikan pelelangan berlangsung adil. Ketika 

appraisal hanya dilakukan oleh internal bank, tanpa 

membuka data atau memberi salinan kepada debitur, 

maka proses tersebut rawan dipersepsikan sebagai 

berat sebelah. Dalam perkara ini, penggugat tidak 

pernah diberikan akses terhadap data penilaian yang 

dijadikan dasar lelang. Maka, posisi hukum debitur 

melemah secara prosedural, meskipun tidak serta 

merta menghapus kedudukan hukumnya.  

Penolakan penggugat terhadap hasil lelang tidak 

hanya didasarkan pada nilai limit, tetapi juga pada 

prosedur pelaksanaannya. Surat peringatan dan 

pemberitahuan resmi dianggap tidak pernah sampai 

atau dikomunikasikan dengan baik. Hal ini 

mengesankan bahwa pelaksanaan hak eksekusi tidak 

didahului oleh proses pemberitahuan yang cukup. 

Dalam hukum acara perdata, ketidakhadiran 

pemberitahuan yang layak dapat membatalkan 

keabsahan suatu tindakan hukum. Debitur dalam hal 

ini tetap memiliki dasar untuk menolak legitimasi 

hasil lelang.  

Dalam asas perlindungan hukum, negara 

bertanggung jawab memastikan bahwa pihak yang 
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lebih lemah tidak dibiarkan berada dalam posisi 

rentan akibat dominasi struktural pihak lain. Debitur 

dalam perkara ini adalah pelaku usaha kecil yang 

terdampak pandemi dan mengalami kesulitan 

keuangan. Situasi ini seharusnya menjadi 

pertimbangan dalam mengambil langkah eksekusi 

secara sepihak. Penekanan pada keseimbangan antara 

hak kreditur dan perlindungan debitur adalah bagian 

dari prinsip keadilan sosial. Keberatan penggugat 

seharusnya dipertimbangkan dalam perspektif 

perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. 90 

Debitur juga menekankan bahwa risalah lelang 

dikeluarkan tanpa mereka ketahui secara resmi siapa 

pemenang lelangnya. Ketiadaan transparansi ini 

menimbulkan kesan bahwa proses lelang tidak 

dilakukan secara terbuka dan inklusif. Padahal, 

keterbukaan dalam proses lelang merupakan bagian 

dari perlindungan terhadap semua pihak yang 

berkepentingan, termasuk debitur. Ketiadaan akses 

terhadap informasi pasca-lelang juga menunjukkan 

lemahnya komunikasi dari penyelenggara lelang 

terhadap debitur. Maka, dari segi posisi hukum, 

debitur berada dalam kondisi tidak seimbang karena 

 
90 Yuningsih, Deity, et al. "Penerapan Asas Keadilan terhadap Penetapan 

Limit pada Proses Pelelangan Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKLP) Kota Kendari." Halu Oleo Legal Research 4.2 

(2022): 149-167. 
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tidak memiliki kontrol atau pengawasan terhadap 

proses yang menyangkut kepemilikannya.  

Dalam regulasi pertanahan, proses balik nama 

sertifikat dari debitur ke pembeli hasil lelang harus 

didasarkan pada risalah lelang yang sah dan tidak 

dalam sengketa. Namun dalam perkara ini, penggugat 

menolak keabsahan risalah tersebut dengan alasan 

prosedur lelang tidak memenuhi asas keterbukaan 

dan kewajaran. Maka, berdasarkan Peraturan 

ATR/BPN, proses balik nama dapat ditangguhkan 

jika terdapat sengketa atau keberatan hukum. Dalam 

hal ini, debitur tetap memiliki posisi hukum untuk 

mempertahankan haknya melalui jalur administrasi 

dan peradilan. Pelelangan bukanlah akhir dari proses 

hukum jika pelaksanaannya tidak sepenuhnya sah. 91 

Penekanan pada posisi hukum debitur juga 

tercermin dari prinsip pacta sunt servanda dalam 

hukum perjanjian. Perjanjian kredit memang 

mengikat para pihak, tetapi tidak berarti bahwa hak-

hak debitur sepenuhnya dapat dikesampingkan. 

Pelaksanaan hak tanggungan oleh kreditur harus 

disesuaikan dengan asas-asas umum hukum perdata, 

termasuk kepatutan, keadilan, dan perlindungan 

 
91 Sopiyan, Aris Rochmad, S. H. Wardah Yuspin, and S. H. Kelik 

Wardiono. Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Eksekusi 

Hak Tanggungan (Studi Kasus Perkara Perdata di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara Dan Lelang Yogyakarta). Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

(2018). 
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terhadap pihak yang beritikad baik. Debitur sebagai 

pemberi jaminan memiliki hak untuk memastikan 

bahwa pelaksanaan perjanjian tidak menimbulkan 

ketimpangan atau ketidakadilan. Maka, pelanggaran 

terhadap prinsip-prinsip tersebut membuka ruang 

gugatan yang sah secara hukum.  

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Kds, majelis 

hakim menyatakan bahwa pelaksanaan lelang telah 

sesuai prosedur hukum. Namun demikian, dari 

perspektif debitur, putusan ini belum 

menggambarkan perlindungan hukum secara 

menyeluruh. Aspek-aspek substansial seperti 

keterlibatan debitur, keterbukaan informasi, dan 

kewajaran nilai limit belum dipertimbangkan secara 

mendalam. Posisi hukum debitur dalam perkara ini 

seolah dipinggirkan dalam konteks formalitas 

hukum. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan 

aspek substantif dalam proses yudisial terhadap 

sengketa eksekusi.  

Hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat 

penegak formalitas, tetapi juga instrumen perubahan 

sosial yang melindungi yang lemah. Debitur dalam 

perkara ini merupakan pihak yang terdampak 

pandemi dan mengalami kesulitan ekonomi, namun 

tetap ingin menyelesaikan kewajiban dengan cara 

yang manusiawi. Ketika upaya dialog diabaikan, dan 

pelaksanaan lelang dilakukan tanpa akomodasi 

terhadap situasi tersebut, maka hukum menjadi alat 
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dominasi. Posisi hukum debitur harus ditempatkan 

dalam perspektif keadilan sosial dan kontekstual. Hal 

ini menegaskan perlunya pendekatan hukum yang 

empatik dan adil.  

Perlindungan hukum terhadap debitur tidak 

bertujuan untuk membatalkan hak kreditur, 

melainkan untuk menyeimbangkan relasi hukum agar 

tidak timpang. Dalam praktik eksekusi jaminan, 

keberimbangan ini menjadi penting agar eksekusi 

tidak menjadi instrumen pemiskinan sistemik 

terhadap pihak yang lemah. Maka, prosedur hukum 

harus menjadi sarana untuk memastikan bahwa 

keadilan substantif ditegakkan. Dalam perkara ini, 

debitur berhak untuk mempersoalkan aspek 

kewajaran dan keterbukaan dalam pelaksanaan 

lelang. Sistem hukum harus membuka ruang untuk 

evaluasi terhadap praktik eksekusi yang tidak 

berpihak pada keadilan. 92 

Dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Kds, 

debitur tetap memiliki posisi hukum yang sah sebagai 

pihak yang berhak mendapatkan perlindungan 

prosedural dan substansial. Meskipun pelaksanaan 

lelang telah memenuhi ketentuan formal, aspek 

keadilan, transparansi, dan kewajaran terhadap 

debitur belum sepenuhnya terpenuhi. Pelaksanaan 

 
92 Nugroho, Pandu Dwi. "Pelaksanaan Lelang Terhadap Obyek Yang 

Dibebani Hak Tanggungan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Para 

Pihak." Rechtidee 13.2 (2018): 247-261. 
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hak tanggungan harus dilakukan dalam kerangka 

yang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan 

perlindungan hak-hak pihak yang beritikad baik. 

Dalam sistem hukum positif Indonesia, posisi debitur 

tetap harus dipertahankan sebagai subjek hukum 

yang dijamin haknya, bahkan dalam kondisi 

wanprestasi sekalipun.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan lelang objek hak tanggungan dalam 

perkara ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan 

formal dan materiil yang berlaku. Dari sisi penggugat, 

keberatan lebih banyak bersifat subjektif dan kurang 

didukung bukti hukum yang kuat. Sementara dari sisi 

tergugat, seluruh proses menunjukkan kepatuhan pada 

prinsip-prinsip hukum lelang dan hak tanggungan. 

Putusan ini mempertegas kedudukan hukum kreditur 

sebagai pemegang hak tanggungan yang sah dalam 

upaya penyelamatan aset. Hal ini sekaligus 

menegaskan bahwa prinsip legalitas dan kepastian 

hukum tetap menjadi pijakan utama dalam sengketa 

eksekusi hak tanggungan.  

2. Menurut sudut pandang debitur, masih terdapat 

kekosongan dalam pemenuhan asas keadilan, 

transparansi, dan kewajaran. Debitur tetap memiliki 

kedudukan hukum yang sah dan berhak atas 

perlindungan, terutama dalam konteks ekonomi yang 

rentan. Pelaksanaan hak tanggungan oleh kreditur 

harus memperhatikan prinsip kehati-hatian serta 

menghormati hak pihak beritikad baik. Maka, 

harmonisasi antara kepastian hukum dan perlindungan 

hak debitur menjadi hal yang esensial dalam sistem 

jaminan kebendaan di Indonesia. 
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B. Saran 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan 

awal dalam mengkaji lebih lanjut ketimpangan antara 

legalitas prosedural dan keadilan substantif dalam 

eksekusi hak tanggungan, khususnya terkait penetapan 

harga lelang.  

2. Bagi kreditur 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

pertimbangan dalam menetapkan harga limit lelang, 

dengan tetap menjunjung asas kewajaran, 

transparansi, dan perlindungan hukum terhadap 

debitur. Kreditur disarankan untuk melibatkan 

appraisal independen yang kredibel dalam proses 

penentuan nilai limit guna menghindari sengketa 

hukum dan menjaga legitimasi eksekusi hak 

tanggungan.  

3. Bagi debitur 

Penelitian ini dapat menjadi dasar pemahaman 

atas hak-hak hukum mereka dalam proses lelang 

jaminan. Debitur perlu lebih proaktif dalam memantau 

proses penilaian aset dan dapat mengajukan keberatan 

secara hukum apabila terdapat indikasi pelelangan 

dilakukan secara tidak wajar atau merugikan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan 

kajian dengan menganalisis lebih banyak putusan 

pengadilan serupa guna memperoleh pola penilaian 
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hakim yang lebih menyeluruh terhadap proses Lelang 

hak tanggungan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk 

mengkaji secara lebih komprehensif aspek keadilan 

substantif dalam pelaksanaan lelang objek hak 

tanggungan. 
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